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INTISARI 
Gusti Zulkarnain Tompo. Nomor Pokok E12111263, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten 
Jeneponto. Di bimbing oleh Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA dan A. 
Murfhi, S,Sos, M.Si. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten 
Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis 
dalam bidang prencanaan pembangunan daerah. 
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang 
digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi 
dan wawancara langsung.Analisa data dilakukan dengan menganalisis 
data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan 
teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan 
Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat 
Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan 
kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung 
meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen 
pemerintah dan faktor penghambat meliputi penyesuaian/kesiapan 
anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen 
penunjang. 
 
Kata Kunci:  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan. 
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ABSTRACT 
Gusti Zulkarnain Tompo. Principal number E12111263, 
Governance Studies Program, Department of Political Science 
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
Hasanuddin. Analysis Role in Development Bappeda in Jeneponto. 
Guided by Prof. Dr. H. Gau A. Kadir, MA and A. Murfhi, S, Sos, M.Si. 
The purpose of this study was to determine and describe the role of 
Bappeda in development in Jeneponto, in terms of technical policy 
formulation process of regional development planning as well as to identify 
and describe the factors that influence the process of formulating technical 
policies in the field of regional development prencanaan. 
 
 This research is located in Jeneponto. The method used for this 
research is descriptive qualitative research methods. Data collection 
techniques used are direct observation and interviews. Data analysis is 
done by analyzing the data obtained using qualitative data analysis 
techniques. 
 
 The results showed that the process of formulation of technical 
policy of regional development planning begins with Musrenbang in the 
village/sub-district, to the district level Musrenbang. The factors that affect 
the process of formulation of technical policy development planning 
consists of supporting factors include lack of coordination, community 
participation, as well as the commitment of the government and inhibiting 
factors include adjustment/preparedness budget, the proposal is too 
much, as well as the limitations of the supporting documents. 
 
 
Keywords: Regional Development Planning Agency, Development. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 .  Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya 
melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan 
cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan 
yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.  
Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk 
fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan 
tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan 
apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena 
dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan 
dapat terlaksana. 
Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan 
daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terskumulasinya 
program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana 
dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan 
yang matang dan propesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. 
Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan 
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untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu 
masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seriring 
dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai 
konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan 
mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka 
mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan 
yang semakin kompetitif. 
Konsep pembangunan  daerah  harus tetap berada dalam bingkai 
pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah 
pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 
masyarakat indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra 
dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial, budaya, ideologi, 
maupun stabilitas negara. 
Pada umumnya pembangunan yang dilaksankan oleh suatu negara 
atau bangsa di dasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan makro, 
sektoral dan regional. Pembangunan makro menurut Ginanjar 
Katrtasasmitha, mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada 
lingkup nasional, yang encapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya 
pada tingkat sektoral dan regional (1996). Dalam pendapat tersebut 
tekandung suatu pengertian bahwa pembangunan sektoral yang 
memfokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian, ekonomi dan 
sebagainya, dan pembangunan regional yang menekankan pada 
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pelaksanaan pebangunan di suatu daerah tertentu, pada dasarnya 
merupakan bagian dari pembangunan nasional  itu sendiri. 
Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam 
pembangunan nasional sangat penting. Sebagaimana di kemukakan oleh 
Affendi Anwar dan Setia Hadi, “kegagalan pembangunan di wilayah-
wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan 
pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan” 
(Prisma, 1996:49). Ini juga berarti bahwa keberhasilan pembangunan di 
daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan 
nasional secara keseluruhan.  
Untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan adanya komitmen yang 
kuat dari pemerintah dengan political will yang tinggi untuk memberikan 
kewenangannya kepada daerah. Di pihak lain, daerah baik masyarakat 
maupun pemerintahnya harus benar-benar mempersiapkan diri agar 
mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya tersebut dengan 
baik, sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara mandiri 
dengan menggali potensi-potensi yang di miliki secara optimal dengan 
tanpa mengabaikan kepentingan nasional. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah 
Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, yang berjejer dari 
Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Maka 
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untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air supaya pembangunan itu 
dapat merata perlu dicari bentuk yang cocok dan serasi sesuai dengan 
kebutuhan daerah.  
Oleh karena itu, maka yang sangat penting di perhatikan pemerintah 
adalah pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, baik di pusat 
maupun di daerah khususnya di daerah pedesaan. Sebab kita lihat sesuai 
dengan pengumuman dari BAPPENAS bahwa masih banyak desa miskin 
dan desa tertinggal di seluruh pelosok tanah air. 
Memang sudah hal yang wajar apabila pemerintah saat ini lebih 
memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah khususnya 
daerah kabupaten untuk memacu pembangunan daerah yang masih 
tertinggal. Alasan Pemerintah juga menyadari hal ini, terbukti dengan 
program pemerintah yang akhir-akhir ini lebih menitik beratkan 
pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten sampai dengan 
pedesaan yang disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah 
yang diatur dalam undang-undang nomor UU No 32 Tahun 2004 
kemudian direvisi dengan UU No 12 Tahun 2008 lalu disempurnakan 
dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana 
melalui Undang-undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah 
khususnya pemerintahan Kabupaten akan berperan aktif melaksanakan 
tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan 
disegala bidang. 
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Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 
1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : “pemerintah daerah propinsi, 
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. 
Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV tahun 1973 bahwa dalam 
rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara 
pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka usaha 
menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan 
adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu.  
Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam 
rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk 
suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan 
yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang 
pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat 
BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian 
dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 
Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat 
dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam 
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masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 
tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang 
menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
pemerintah/perangakat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan 
masyarakat. 
Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaaan yang 
cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang 
sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang 
benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang 
menjadi tanggung jawab nya, untuk itu dibutuhkan Orang-Orang yang 
mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan 
tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara 
pemerintahan di daerah maupun dipusat agar peranan Bappeda dapat 
berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
Badan Perencanaan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) memiliki 
peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, 
karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan 
pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 
Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan 
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bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan 
keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang 
Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka 
Pemerintahan Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan 
pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya 
pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang 
diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan Perencanaan 
pembangunan di daerah Kabupaten Jeneponto sangat diperlukan dalam 
melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang 
seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten 
Jeneponto. 
Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi 
membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang 
perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaanya. 
Artinya untuk daerah Kabupaten Jeneponto berfungsi membantu Bupati 
dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai 
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wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan 
perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam 
memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. 
Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah 
dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang 
yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak 
dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Melihat begitu 
pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut aktif 
membantu bupati kepala daerah dalam Perencanaan Pembanguan 
daerah, maka timbul permasalahan bagi kita, sejauh mana proses 
pelaksanaan, tugas dan fungsi serta bagaimana peranan Bappeda 
PEMDA kabupaten Jeneponto terhadap pembangunan daerah ? 
Tentu Perencanaan Pembangunan Daerah mestilah di sokong 
dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan 
berkesinambungan dengan Arah pembangunan yang terencana dengan 
baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda 
mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan 
oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta sangat 
dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam 
masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 
tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang 
menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk 
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menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 
pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. 
Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat 
mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya 
ruang partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang 
mencerminkan aspirasi masyarakat, maka dari itu, salah satu proses yang 
mewadahi hal tersebut adalah dengan di adakannya musyawarah rencana 
pembangunan di tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. 
Sebagaimana dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan kwalitas 
inplementasi pembangunan daerah di pemkab Jeneponto, perlu juga di 
sokong dengan sumber daya manusia (SDM) nya, yakni pegawai- 
pegawai yang ada pada jajaran bappeda itu sendiri seputar tugas pokok 
dan fungsinya, hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai , 
sebab SDM sangat lah berpengaruh , mengingat tanpa SDM maka suatu 
perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jeneponto adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Jeneponto 
dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang 
kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jeneponto. Tugas pokok dan fungsi bappeda kabupaten 
jeneponto mustilah berperan aktif dalam menjalankan wewenang nya 
sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Bupati, 
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hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah 
pemerintahan jeneponto dirasakan belum maksimal dan merata. 
Tentulah kurang maksimalnya kinerja bappeda PEMKAB jeneponto 
dikarenakan sumber daya manusia atau aparat Bappeda yang kurang 
kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu 
perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta 
prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang –undangan 
yang berlaku. 
Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah 
dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang 
yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak 
dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. 
Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti  tertarik untuk 
meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan fungsi BAPPEDA serta 
perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan 
khususnya pada kebijakan teknis bidang kesehatan, pertanian, dan 
pekerjaan umum di Kabupaten Jeneponto. 
Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Peranan 
Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto”. 
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1.2 .  Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan,maka 
yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1.2.1. Bagaimana proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang 
perencanaan pembangunan daerah? 
1.2.2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap proses perumusan 
kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan 
daerah? 
1.3 .  Tujuan Penelitian  
Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode 
ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji 
kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk : 
1. Untuk mengetahui proses perumusan kebijakan teknis dalam 
bidang perencanaan pembangunan daerah. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan 
pembangunan daerah. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat 
teoritis dan manfaat praktis yaitu : 
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1.3.2.1.Manfaat Teoritis : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai 
berikut : 
1. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran 
untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan 
untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di 
daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat 
sebagaiobjek dan subjek pembangunan guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi 
peneliti berikutnya. 
1.3.2.2. Manfaat Praktis 
1. sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang 
diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam menangani 
masalahpenyusunan perencanaan pembangunan daerah. 
2.  Bagi penulis agar dapat mengetahui dan memahami secara 
mendalam tentang pembangunan daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang 
digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi 
landasan teori dalam penelitian. 
2.1 Analisis 
Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting 
khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah 
permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi 
apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu 
penelitian. Melalaui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah 
pun dapat diketahui. 
Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan 
sesuai dengan penelitian  atau hasil observasi yang telah dilakukan. 
Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty menganalisis 
merupakan : 
“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan 
bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. 
 
Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis 
adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan 
berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan 
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kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat 
diketahui dengan tepat. 
Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data 
memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses 
tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat 
hubungannya. 
Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data 
dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. 
Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap 
pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam 
sebuahpenelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan 
jawaban dari pertanyan yang telah dirumuskan. Proses penyusunan data 
dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman, dan 
kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi 
pemilihan analisi data. 
Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk 
menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian 
kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan langkah 
yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data. 
Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang 
berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan 
lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi 
data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya 
 15 
 
membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, 
menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan 
pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara 
koding. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah diuji (verifikasi) untuk 
dijadikan beberapa metode tertentu. 
2.1.1. Fungsi Analisis 
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut : 
a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, 
sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah 
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai. 
b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci 
mengenai objek permasalahan yang dianalisis. 
c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi 
yang akan dilakukan. 
Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media 
menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah 
yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam 
tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil 
analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah 
tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas 
perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, 
dan objektif. 
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2.2. Tinjauan tentang Peranan  
Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima 
Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut: 
“Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran, 
pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah 
fungsi, kedudukan; bagian kedudukan.”  
 
Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari 
persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena 
setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau 
kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan 
atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut. 
Menurut Selo Sumarjono, peran (role) adalah aspek dinamis dari 
kehidupan (status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan 
kehidupan sosial seseorang, antara status dan role sangat sukar 
dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa 
kedudukan.  
Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai 
Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut: 
1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka 
dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama; 
2. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua 
peran yang dibebankan kepadanya; 
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3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus 
dilaksanakan. 
Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang 
peran di antaranya sebagai berikut: 
1. Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 
atau kedudukan seseoprang dalam masyarakat. Peran dalam 
arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing 
seseorang dalam kehidupan masyarakat. 
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi 
struktur sosial.  
Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) 
terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran 
(Soeharto 2002; Soekamto 1984: 237). Analisis terhadap perilaku peranan 
dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : 
a. Ketentuan peranan 
b. Gambaran peranan 
c. Harapan peranan 
Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang 
perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa 
perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku 
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yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. 
Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai 
pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan 
fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan 
pengatur masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono 
Sukamto (1984) bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari 
kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban 
sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. 
Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas 
tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung 
jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan 
fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah 
Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa 
dimensi peran sebagai berikut : 
a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat 
bahwa peran merupakan suatu kebijkasanaan yang tepat dan baik 
untuk dilaksanakan. 
b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa 
peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 
masyarakat (public supports). Pendapat ini didasarkan pada suatu 
paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses 
terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada 
tiap tingkatan keputusan didokumentasikan adalah Horoepoetri, 
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Arimbi dan Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa 
dimensi peran sebagai berikut : 
c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 
instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi 
dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan 
oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk 
melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari 
masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna 
mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. 
d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan 
sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui 
usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. 
Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan 
pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta 
mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan 
(biasess) 
e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai 
upaya ”mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti 
halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak 
percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen 
penting dalam masyarakat.  
Menurut Toha (1983 : 10) pengertian peranan dapat dijelaskan 
bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang 
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teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena 
adanya suatu kantor yang mudah dikenal.” Selanjutnya menurut Thoha 
(1997 : 80) “Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian 
jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat 
persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu 
pekerjaan“.Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban 
dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau 
uraian tugas.Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya 
seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan 
pedomannya. 
Menurut Ralph Linton dalam Soekanto(1969 : 14) membedakan 
peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri 
seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam 
pergaulan masyarakat”. Menurut Soekamto (1990 : 268) mendefenisikan 
peranan :  
“….Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia 
menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan 
peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada 
peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan….” 
 
Menyimak pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran 
mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya 
hak dan kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan 
dan kedudukan.Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
istilah peranan mengandung beberapa  pengertian, antara lain : 
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a. Peranan adalah suatu konsep perilaku, 
b. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 
posisi/kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan  
c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat 
mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan berkaitan 
denganhak dan kewajiban. 
Melihat dari beberapa pengertian peranan di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan mengenai pengertian  peranan dalam hal ini peranan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang 
dibebankan kepadanya yang sesuai dengan tanggung jawab organisasi 
tersebut, untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan 
yang telah ditetapkan. 
 
2.3.  Perencanaan Pembangunan 
2.3.1  Definisi Perencanaan Pembangunan  
Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik 
untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan 
tujuan pembangunan pada umumnya adalah utnuk mendorong proses 
pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang 
maju, makmur dan sejahtera. 
Literatur ilmiah yang tesedia memberikan beberapa pengertian 
tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi.  
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Arthur W.Lewis (1965) mendefenisikan perencanaan pembangunan 
sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk 
merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya 
yang tersedia lebih produktif. 
Jenseen (1995) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunan 
daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga 
prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, 
baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan 
sumber daya lainnya. Riyadi (2002 : 8) 
 
2.3.2.  Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam 
rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efesien, 
pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia 
mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, Tujuan dan Fungsi Pokok tersebut 
sebagai berikut: 
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi 
antar Daerah 
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan 
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5. Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumberdaya Secara 
Efesien, Efektif dan Adil. 
2.3.3.  Jenis Perencanaan Pembangunan 
 Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis , 
tergantung dari asifatnya masing-masing. Mengikuti Lincolin Arsyad 
(2001), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat 
diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu : Perencanaan Jangka Panjang, 
Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Pendek. 
Pengertian dari masing-masing  jenis perencanaan Pembangunan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan jangka Panjang. Perencanaan Jangka Panjang 
biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde 
baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka wajtu 25 
tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan 
Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka 
Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 
20tahun. 
2. Perencanaan Jangka Menengah 
Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 
tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala 
daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah 
mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh 
pemerintah nasio9nal maupun pemerintah daerah. Perencanaan 
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jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari 
perencanaan jangka panjang sehingga bersifat  lebih 
operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat 
juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan 
kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih 
terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan 
monitoring dan evaluasi. 
3. Perencanaan Jangka Pendek 
Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, 
sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. 
Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari 
rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan 
ini bersifat sangatoperasional karena didalamnya termasuk 
program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan 
dalam rencana tahunan ini termasuk juga Indikator dan target 
kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, 
rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada 
tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah 
(RAPBD).. rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor 
dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan 
Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 
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2.3.4.  Tahapan Perencanaan Pembangunan 
1.   Tahap Penyusunan Rencana 
Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah 
ahtau rancangan rencana pembangunan yang secara formal 
merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS 
untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. Bila 
penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah 
rancana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan 
aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah 
pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi 
masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat  
mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen 
perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian 
rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (MUSRENBANG) untuk menerima tanggapan baik 
dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan 
seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan para 
tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat. 
2.   Tahap Penetapan Rencana 
Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat 
pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD 
cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap 
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kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan 
proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. 
3.   Tahap pengendalian Pelaksanaan rencana 
Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh 
pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan 
rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap 
mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian 
pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. 
4.   Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana 
Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan 
perencana masih mempunyai tanggungjawab terakhir, yaitu 
melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan 
tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk 
mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah 
selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
pemerintah daerah, evaluasi harus dilakukan dengan dengan 
menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang 
didasarkan atas 3 unsur utama yaitu: unsur masukan (input) 
terutama dana, keluaran (output), dan hasil (outcome). Disamping 
itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang 
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menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan 
kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan 
pembangunan tersebut. 
 
2.4.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun 1980 tentang 
Pembentukan BAPPEDA R.I, yang mana Bappeda mempunyai dua 
tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda tingkat I (sekarang 
Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang Pemerintahan 
Kabupaten/Kota). 
BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut aturan KEPRES 
No.27 Tahun 1980 , dalam Bab I bahwa badan ini adalah Badan Staf yang 
langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. 
Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam 
menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. 
Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam 
implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip 
otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintah pun mengeluarkan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai 
berikut : 
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“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di 
Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan 
pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda” 
Dengan demikian Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) didaerah baik dalam jangka panjang, 
jangka menengah maupun rencana tahunan.  
 
2.5. Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari 
pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan penyempurnaan dari undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. 
Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I pasal 1 (2) 
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 
berbunyi : 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
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Sementara dalam pasal 1 ayat (5 dan 6) diterangkan pengertian 
otonomi dan daerah otonom yakni : 
“Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. “ 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintahan Provinsi sampai dengan 
Pemerintahan desa yang mana memiliki hak otonomi daerah atas dasar 
perimbagan keungan dengan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi. 
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di 
daerah. 
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2.6.  Kerangka Konsep 
Perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto merupakan 
salah satu fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam 
melaksanakan fungsinya, terlebih dahulu melaksanakan berbagai proses 
perumusan kebijakan yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan 
rencana pembangunan daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat 
kecamatan, sampai di tingkat kabupaten. 
Peranan Bappeda dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui 
proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan daerah, proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat 
kecamatan, forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sampai pada 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten. 
Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan tersebut adalah adanya suatu koordinasi 
yang dilakukan antar berbagai pihak, partisipasi masyarakat yang masih 
tergolong tinggi serta adanya komitmen dari pihak pemerintah dalam 
pencapaian proses pembangunan daerah. 
Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam 
proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan antara lain 
penyesuaian atau  kesiapan penetapan anggaran, munculnya usulan dari 
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masyarakat yang terlalu banyak serta adanya keterbatasan dalam 
pengadaan dokumen penunjang. 
Semua proses yang dilakukan dalam hal perumusan kebijakan mulai 
dari pelaksanaan Musrenbang tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat 
kabupaten tersebut adalah bermuara pada upaya tercapainya 
pembangunan daerah di Kabupaten Jeneponto secara maksimal. 
Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkan secara singkat melalui 
bagan berikut ini: 
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Gambar 2.1 
Kerangka konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dasar Hukum : 
1.    Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
 Bab 1 tentang kedudukan,tugas dan fungsi, Pasal 2, ayat 1 dan 2. 
 Bab 1 tentang kedudukan,tugas dan fungsi, Pasal 3, ayat 1 dan 2. 
 
2.    Perda Kab Jeneponto No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto. 
 Bab 2 tentang pembentukan,kedudukan,tugas dan fungsi, bagian 
pertama,pembentukan dan kedudukan, pasal 2 ayat 1. 
 Bab 2 tentang pembentukan,kedudukan,tugas dan fungsi, bagian 
kedua, tugas pokok dan fungsi pasal 3 ayat 1 dan 2. 
 
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
proses perumusan kebijakan teknis 
perencanaan Pembangunan : 
1) Faktor Pendukung  : 
 Adanya Koordinasi 
 Partisipasi Masyarakat 
 Komitmen Pemerintah 
2) Faktor Penghambat : 
 Penyesuaian/kesiapan 
Anggaran 
 Usulan yang terlalu banyak 
 Keterbatasan dokumen 
penunjang 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 
BAPPEDA 
Proses Perumusan 
Kebijakan teknis 
(MUSRENBANG) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode dan 
teknik penelitian sebagai berikut  
3.1 Lokasi Penelitian 
            Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 
penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi 
Selatan. Sedangkan Lokus penelitian yaitu pada kantor Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi serta peranan sebagai lembaga teknis 
daerah yang menyusun dan merusmuskan kebijakan dalam bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 
a) Tipe  penelitian yang di gunakan adalah deskriptif yaitu tipe 
penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara jelas mengenai objek yang diteliti dan berusaha 
melihat kenyataan-kenyataan atau kebenaran dengan 
mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek 
penelitian sebagaimana adanya secara lengkap. Dalam 
penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan 
bagimana adny fakta-fakta yang di temukan pada masa 
sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-
fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya. 
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b) Dasar penelitian adalah Studi yang memfokuskan masalah 
pada proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
3.3 Sumber Data 
           Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua 
sumber,yaitu: 
a) Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya, data primer diperoleh melalui : 
 Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. 
 Interview atau wawancara mendalam (in dept interview) yaitu 
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.  
b) Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang 
diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun 
data sekunder diperoleh melalui : 
 Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-
buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah 
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penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas 
internet. 
 Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut 
Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a) Observasi 
Yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang 
berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data 
yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi 
antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan 
pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan 
objek penelitian. 
b) Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data  melalui proses tanya jawab dalam 
penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih 
bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
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keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan 
para informan. 
c) Dokumentasi 
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang 
terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. 
Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 
lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah 
dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. 
Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa 
hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. 
d) Study kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode 
ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung 
penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan 
dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat 
kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan 
dengan mencari data-data pendukung  (data sekunder) pada berbagai 
literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah 
hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian.  
3.5 Informan Penelitian 
 Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku 
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam 
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penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
 Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto   
 SKPD Kabupaten Jeneponto 
 Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto 
 Camat 
 Kepala Desa/Lurah 
 Tokoh Masyarakat. 
 
3.6 Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan 
data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak 
mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah 
proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang 
 38 
 
dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil 
wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 
menjadi sebuah catatan lapangan. 
 
3.7 Definisi Operasional 
 Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jeneponto mempunyai peranan besar dalam penyusunan segala 
kebijakan untuk mencapai pembangunan daerah yang maksimal, 
peranan tersebut tergambar dalam pelaksanaan fungsi dari 
Bappeda itu sendiri, adapun fungsi Bappeda kabupaten Jeneponto 
ialah : 
1. Perumusan kebijakan Umum Perencanaan dan 
Penganggaran Daerah; 
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 
Daerah dan  program/kegiatan  dan  penganggaran  lintas  
sektor ; 
3. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ; 
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4. Penyelenggaraan Monitoring,  Evaluasi dan Pengendalian 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan 
kesekretariatan Badan; 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
2. Dalam melaksanakan fungsinya, Bappeda melaksanakan 
serangkaian proses penyusunan  dan perumusan kebijakan, baik 
di tingkat Desa/kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat 
kabupaten. Proses yang di maksud adalah Musyawarah 
Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG). 
3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah yaitu : 
 Faktor pendukung. 
 Faktor penghambat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam Bab IV penulis menfokuskan penulisan pada hasil penelitian 
dan pembahasannya.  Bab ini membahas beberapa permasalahan yang 
menjadi indikator penelitian tentang peranan Bappeda dalam proses 
perencanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. 
4.1. Gambaran umum Kabupaten Jeneponto 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan 
data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian. 
Point ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum 
daerah Kabupaten Jeneponto dan gambaran umum pemerintah daerah 
dan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jeneponto. Gambaran umum Kabupaten Jeneponto 
mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi misi Kabupaten 
Jeneponto. Sedangkan gambaran Pemerintahan daerah Kabupaten 
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Jeneponto mencakup gambaraan pemerintah daerah dan Bappeda 
Kabupaten Jeneponto. 
4.1.1.  Keadaan Geografis 
4.1.1.1. Letak dan Batas Wilayah   
Secara geografis, Kabupaten Jeneponto berada pada posisi 
strategis, terletak di tengah-tengah dan menjadi jalur transportasi utama 
jazirah selatan Propinsi Sulawesi Selatan. Dilihat bentang alamnya secara 
makro, Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran dan perbukitan 
yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. 
Bontosunggu, sebagai ibukota kabupaten berjarak sekitar 91 km dari Kota 
Makassar. Terletak antara 5o16’13”–5o39’35” LS dan antara 12o40’19”–
12o7’31” BT. Secara administratif, Kabupaten Jeneponto berbatasan 
dengan: 
Sebelah Utara  : Kabupaten Gowa dan  Kabupaten Takalar  
Sebelah Selatan  : Laut Flores  
Sebelah Barat  : Kabupaten Takalar  
Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng  
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Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Jeneponto 
 
4.1.1.2.  Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan 
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di 
Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah mencapai 74.979 ha atau 
749,79 km2. Wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut secara administratif 
terbagi dalam 11 kecamatan yang meliputi 31 kelurahan dan 82 desa. 
Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto 
yaitu: 
1) Kecamatan Bangkala  
2) Kecamatan Bangkala Barat  
3) Kecamatan Tamalatea  
4) Kecamatan Bontoramba  
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5) Kecamatan Binamu  
6) Kecamatan Turatea  
7) Kecamatan Batang  
8) Kecamatan Arungkeke  
9) Kecamatan Rumbia  
10) Kecamatan Kelara  
11) Kecamatan Tarowang. 
4.1.1.3.  Keadaan Iklim  
Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan 
musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November sampai 
Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai 
dengan Bulan Oktober. Kabupaten Jeneponto beriklim tropis dengan type 
iklim D3, E4 dan C2. Dengan rincian sebagai berikut: (1) Tipe iklim D3 dan 
E4 meliputi seluruh wilayah kecamatan, kecuali wilayah kecamatan Kelara 
bagian utara. Tipe iklim ini mempunyai bulan kering secara keseluruhan 5-
6 bulan sedang bulan basah berkisar 1-3 bulan. (2) Tipe iklim C2, yaitu 
tipe iklim yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 
bulan. Tipe iklim ini dijumpai dengan ketingggian 700-1727 meter dpl yaitu 
pada wilayah Kecamatan Kelara dan Rumbia. Jumlah rata – rata curah 
hujan pertahun di Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) tahun terakhir 
mencapai 1.535 mm dengan rata – rata hari hujan 92 hari. Curah hujan 
tertinggi jatuh pada bulan Januari dan Februari sedang curah hujan 
terendah yakni pada bulan Juli, Agustus, dan September. 
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4.1.1.4. Keadaan Topografi 
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada 
umunya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi ini terlihat pada 
bagian utara yang terdiri dari dari dataran tinggi dan bukit yang 
membentang dari barat ke timur dengan ketinggian antara 500-1400 m 
dpl. Pada bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan 
ketinggian 0-150 m dpl.  Berdasarkan kemiringan, maka luas lahan 
(sawah) dilihat dari kemiringannya, maka luas lahan dapat dibagi atas: a) 
Kemiringan 0-2 º seluas 30.817 Ha (14,10 %), b) Kemiringan 3-15 º seluas 
19.739 Ha (26,32 %), c) Kemiringan 16-40 º seluas 14.178 Ha (18,92 %), 
d) Kemiringan > 40 º seluas 10.245 Ha (13,86 %). 
Wilayah dataran tinggi pada bagian utara merupakan potensi untuk 
pengembangan tanaman hortikultura, sedangkan wilayah dataran rendah 
pada bagian selatan merupakan potensi pengembangan ekosistem pantai 
serta sumberdaya alam kelautan dan perikanan, serta wilayah dengan 
ketinggian sedang pada bagian tengah merupakan potensi untuk 
pengembangan perkebunan dan tanaman jangka menengah/pendek. 
4.1.1.5  Kependudukan  
Berdasarkan data penduduk badan pusat statistik Kabupaten 
Jeneponto  pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 
sementara adalah  392.026 ribu Jiwa, yang terdiri atas 192.384 ribu jiwa 
laki-laki dan 198.642 ribu jiwa perempuan. Dari hasil tersebut tampak 
bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Jeneponto bertumpu di 
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Kecamatan Tamalatea dengan jumlah 64.953 ribu jiwa disusul oleh 
Kecamatan Bangkala dengan jumlah 61.524 ribu jiwa. Jumlah penduduk 
Kabupaten Jeneponto lebih lanjut berdasarkan penjelasan diatas dapat 
kita lihat pada tebel berikut: 
Tabel 4.1 
Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto, menurut jenis 
kelamin 
No. Kecamatan 
2012 
Laki-Laki Perempuan 
BANGKALA 30.455 31.069 
BANGKALA BARAT 25.337 25.592 
TAMALATEA 32.102 32.851 
BONTORAMBA 10.872 11.424 
BINAMU 12.492 12.889 
TURATEA 14.512 14.862 
BATANG 19.071 19.565 
ARUNGKEKE 16.690 17.844 
TAROWANG 9.107 9.440 
KELARA 10.487 10.680 
RUMBIA 12.259 12.426 
Jumlah 193.384 198.642 
Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2013 
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4.1.1.6 Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto 
4.1.1.6.1 Visi 
memperhatikan kondisi Kabupaten Jeneponto saat ini, maka 
tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan 
memperhatikan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah ini serta 
isu-isu politik pemerintahan saat ini yang turut mempengaruhi dinamika 
pembangunan di kabupaten Jeneponto serta grand desain Pembangunan 
Kabupaten Jeneponto yang tertuang di RPJP 2006 – 2026, maka Visi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Periode 2013 – 2018 adalah : 
“MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 
PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT 
JENEPONTO YANG SEJAHTERA”. 
 
Dari Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
a) Adanya suatu niat dan tekad yang bulat yang berlandaskan 
pada hati nurani untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan  
melalui 10 (sepuluh) unsur good governance yaitu : 
1) Penegakan hukum 
2) Transparansi 
3) Partisipasi masyarakat 
4) Daya tanggap dan kepedulian 
5) Konsensus 
6) Membangun kesetaraan semua warga masyarakat 
 47 
 
7) Efektifitas dan efisienasi 
8) Akuntabilitas 
9) Memiliki visi strategis 
10) Profesionalisme. 
b) Penguatan daya saing daerah memberikan makna 
terwujudnya pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, profesional 
dan berwawasan lingkungan dengan mengembangkan segenap potensi 
daerah secara kreatif. 
c) Masyarakat yang Sejahtera  adalah suatu kondisi 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan 
membaiknya indikator pembangunan Sumber Daya Manusia antara lain ; 
pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat 
pengangguran serta  semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang 
layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya 
kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, 
kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. 
4.1.1.6.2   Misi 
Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi  Pemerintah 
daerah Kabupaten Jeneponto periode 2013 – 2018 sebagai berikut : 
1. Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik melalui 
penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-
prinsip good governance. 
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 
 48 
 
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah 
yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, 
berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan yang 
bertumpu pada Potensi Lokal. 
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, 
efisien, produktif, transparan, dan akuntabel.  
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; 
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan 
dasar di setiap desa/kelurahan  yang lebih merujuk pada 
prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan 
pemukiman yang berkelanjutan. 
 
4.1.1.7.   Profil Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto 
Pemerintahan daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Kondisi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto dipenuhi oleh 
proses dinamika dimana pada tahun 2013 telah melaksanakan pemilihan 
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kepala daerah pada tanggal 18 september 2013, pada pemilihan ini 
terpilih adalah pasangan Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si, sebagai Bupati 
Jeneponto dan H. Mulyadi Mustamu, S.H sebagai Wakil Bupati Jeneponto 
Periode 2013-2018. 
4.1.1.7.1.    Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 
Adapun susunan struktur pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto 
terdiri atas: 
a. Bapak Drs. H. Iksan Iskandar selaku Bupati Jeneponto 
b. Bapak H. Mulyadi Mustamu selaku Wakil bupati Jeneponto 
c. Bapak Muh. Syarif, S.H, M.H selaku Plt. Sekda Jeneponto 
 
(1)   Susunan  Organisasi  Sekretariat  Daerah terdiri dari  : 
a. Sekretaris  Daerah 
b. Asisten   Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: 
1. Bagian  Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas: 
a) Sub Bagian Pengawasan, Tugas Pembantuan dan 
Pemerintahan Desa. 
b) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat 
c) Sub  Bagian  Kerjasama, Kependudukan dan Agraria 
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2.  Bagian  Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: 
a) Sub  Bagian  Pendidikan dan Kesehatan 
b) Sub  Bagian  Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan 
Perempuan dan KB 
c) Sub  Bagian  Keagamaan 
3. Bagian  Administrasi Kemasyarakatan terdiri atas: 
a) Sub  Bagian  Kesatuan Bangsa dan Politik 
b) Sub  Bagian  Pemuda dan Olah Raga 
c) Sub  Bagian  Pemberdayaan Masyarakat 
4. Bagian  Hubungan Masyarakat  dan  Protokol terdiri atas: 
a) Sub  Bagian  Peliputan dan Pemberitaan 
b) Sub  Bagian  Protokol dan Perjalanan 
c) Sub  Bagian  Santel dan PDE. 
 
c. Asisten   Ekonomi  Pembangunan terdiri atas: 
1. Bagian Aministrasi Pembangunan terdiri atas: 
a)     Sub bagian perencanaan Litbang dan statistik. 
b) Sub  Bagian  Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata. 
c) Sub  Bagian  Pekerjaan Umum. 
2. Bagian   Administrasi Sumber Daya Alam terdiri atas:  
a) Sub  Bagian  Tanaman Pangan dan Hortikultura 
b) Sub  Bagian  Peternakan dan Perikanan 
c) Sub  Bagian  Kehutananan dan Perkebunan 
 51 
 
3. Bagian  Administrasi Perekonomian terdiri atas: 
a) Sub  Bagian  Koperasi dan UKM   
b) Sub  Bagian  Perindustrian dan Perdagangan 
c) Sub  Bagian  Penanaman Modal dan BUMD 
4. Bagian Administrasi Pertambangan, Energi dan Lingkungan 
Hidup terdiri atas: 
a) Sub  Bagian Pertambangan  
b) Sub  Bagian Energi 
c) Sub  Bagian Lingkungan Hidup 
d. Asisten    Administrasi  Umum terdiri atas: 
1.Bagian   Umum terdiri atas:  
a) Sub  Bagian  Tata  Usaha  
b) Sub  Bagian  Perlengkapan dan Rumah Tangga 
c) Sub  Bagian  Penghubung Pemerintah Kabupaten 
2.Bagian Keuangan terdiri atas: 
a) Sub  Bagian Data dan Analisa Keuangan 
b) Sub  Bagian  Pelaporan Keuangan 
c) Sub  Bagian  Perencanaan Keuangan 
3.Bagian Hukum dan Perundang – undangan terdiri atas: 
a) Sub  Bagian Peraturan Perundang-undangan dan 
Dokumentasi Hukum 
b) Sub  Bagian  Bantuan Hukum dan HAM 
c) Sub  Bagian Tindak Lanjut . 
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4.Bagian  Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas: 
a) Sub. Bagian  Kelembagaan 
b) Sub  Bagian  Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan 
c) Sub. Bagian SDM Aparatur. 
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jeneponto sebagaimana tercantum  dalam lampiran  I   yang  merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.Staf ahli terdiri 
dari paling banyak 5 (lima) staf ahli. Pembidangan, tugas pokok dan fungsi 
staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. Uraian Tugas  dan fungsi  masing – masing 
Jabatan Struktural pada  Sekretariat  Daerah  ditetapkan dengan  
Peraturan Bupati. 
Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana  otonomi daerah  
Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah  
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dengan 
Peraturan Daerah ini dibentuk  Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah  
yang terdiri  dari: 
a. Dinas  Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
b. Dinas Kesehatan   
c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 
d. Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
 53 
 
g. Dinas Pekerjaan Umum  
h. Dinas  Tata Ruang dan Kebersihan 
i. Dinas  Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
j. Dinas  Pertanian  
k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
l. Dinas Kelautan dan Perikanan 
m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan 
Energi. 
Lembaga  Teknis  Daerah merupakan unsur pendukung tugas 
Bupati . Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh 
inspektur, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang 
berbentuk satuan dipimpin oleh kepala satuan, dan yang berbentuk rumah 
sakit dipimpin oleh direktur. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk  
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  Teknis  Daerah  yang terdiri  dari  : 
a. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  
b. Inspektorat Kabupaten 
c. Badan  Kepegawaian dan Diklat Daerah   
d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan 
Masyarakat 
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 
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g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah  
i. Kantor Lingkungan Hidup 
j. Kantor Pelayanan Terpadu 
k. Kantor Penanaman Modal 
l. Satuan Polisi Pamong Praja 
m. Rumah Sakit  Umum  Daerah Lanto Dg. Pasewang  
 
4.2. Gambaran umum Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Kabupaten Jeneponto 
Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kepada daerah 
kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Untuk itu maka 
pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya 
setempat. 
Dalam mengantisipasi hal tersebut peran, tugas pokok dan fungsi 
Bappeda sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten 
Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto diatur dalam peraturan 
bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Uraian tugas pokok, fungsi dan 
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rincian tugas jabatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jeneponto. 
Dalam menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan di 
masyarakat, penyaringan aspirasi diawali dari masyarakat desa/kelurahan 
dalam forum Musbangdes kemudian akan ditindaklanjuti dengan kegiatan 
Musrenbang di tingkat kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan akan 
disampaikan kr Dinas terkait untuk diadakan evaluasi tentang kelayakan 
teknis dan dibahas/ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten sebagai 
rencana definitif. 
Disamping itu fungsi Bappeda memegang peranan penting dalan 
mensinkronisasi program dari berbagai bidang dan sumber dana yang 
ada, baik dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Maupun dari APBN. 
Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan 
sehingga akan mengarah pada visi dan misi Kabupaten Jeneponto . 
Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Bappeda akan selalu 
dan meningkatkan sistem administrasi dan menjalin koordinasi yang lebih 
efektif dengan instansi/Dinas/Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Jeneponto. 
4.2.1.Visi dan misi Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Jeneponto 
4.2.1.1. Visi 
Visi merupakan gambaran abstrak dan merupakan pandangan jauh 
kedepan yang memuat tujuan atau cita cita yang di ingin di capai dimasa 
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yang akan datang. Dengan memperhitungkan potensi yang di miliki serta 
kemungkinan akan terwujudnya tujuan yang  dicita-citakan. 
 Melalui  Visi Kabupaten Jeneponto, di harapkan agar supaya 
kepemerintahan di Kabupaten Jeneponto menjadi lebih baik dan berdaya 
saing melalui pengelolaan tata kepemerintahan yang baik dan benar 
sehingga tujan yang di harapkan dapat tercapai secara optimal dengan 
mewujudkan Masyarakat Jeneponto yang Sejahtera. 
 Dalam proses pelaksanaan pembangunan sejahtera dimaksudkan 
agar supaya masyarakat Jeneponto menjadi sejahtera dari aspek 
Ekonomi,Sosial Budaya maupun dari aspek politik dengan memenuhi hak-
hak dasar masyarakat seperti hak akan kesempatan memperoleh 
Pendidikan,Kesehatan, Keamanan, dan ketertiban yang di tandai dengan 
meningkatanya usia harapan hidup.  
 Sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda 
menuju tercapainya Visi Daerah Kabupaten Jeneponto maka Bappeda 
menetapkan Visi sebagai berikut :“ MEWUJUDKAN BAPPEDA 
SEBAGAI LEMBAGA PUSAT KOORDINASI, PERENCANAAN, 
PENGELOLAAN DATA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN YANG 
PARTISIPATIF “ 
Secara fiosofis, Visi di atas mengandung makna bahwa Bappeda 
Kabupaten Jeneponto dari aspek perencanaanyang akuntabel dan 
komprehensif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan 
Kabupaten Jeneponto sebagaimana tertuang dalam Rencana 
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Pembangunann Jangka Menengah Kabupaten JenepontoTahun 2014 – 
2018. 
4.2.1.2. Misi 
Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran serta apa yang 
ingin dicapai oleh sebuah organisasi, demikian pula Bappeda Kabupaten 
Jeneponto telah menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari Visi 
yang telah di tetapkan Dimana didalamnya telah di muat hal hal yang 
harus dilaksanakan demi untuk mewujudkan apa yang telah di cita – 
citakan. Misi yang tetapkan merupakan suatu hal yang sangat penting 
demi untuk mengarahkan segala rencana kerja ataupun kegiatan yang 
telah di rencanakan agar supaya dapat mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan dengan hasil yang optimal. 
Bappeda Kabupaten Jeneponto telah menjabarkannya kedalam 
misi yang akan di laksanakan yang muat langkah, sasaran serta tujuan 
yang ingin di capai . Adapun Misi Bappeda Kabupaten Jeneponto antara 
lain sebagai berikut : 
1. Meningkatkan peran sebagai lembaga pusat koordinasi; 
2. Meningkatkan peran sebagai pusat perumusan regulasi 
perencanaan pembangunan yang berbasis enelitiaan dan 
pengembangan ( Litbang ); 
3. Meningkatkan pengelolaan data yang akunbel, valid, 
muthahir dan bertanggungjawab; 
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4. Meningkatkan pengendaliaan dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah; 
5. Meningkatkan peran sebagai lembaga yang diberikan 
bimbingan konsultasi dan fasilitasi perencanaan 
pembangunan daerah. 
Misi di atas merupakan sesuatu yang harus diemban atau 
dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Visi 
yang di tetapkan, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan 
efisien. 
4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto 
adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Jeneponto dibidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala 
dan bertanggungjawab kepada kepada bupati melalui Sekretaris Daerah 
Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto, Bappeda 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang perencanaan pembangunan. 
Untuk itu dalam menyelenggarakan tugasnya, telah diatur tugas 
pokok dan fungsi Bappeda dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 
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Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai 
berikut : 
1. Perumusan kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran 
Daerah; 
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 
Daerah dan  program/kegiatan  dan  penganggaran  lintas  
sektor ; 
3. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ; 
4. Penyelenggaraan Monitoring,  Evaluasi dan Pengendalian 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan 
Badan; 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
4.2.3. Susunan dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto. 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam 
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi 
dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jeneponto, maka susunan dan Struktur Organisasi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 
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1.  Kepala Badan  
2. Sekretariat : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Program 
c. Sub Bagian Keuangan;   
3.  Bidang Ekonomi : 
a. Sub  Bidang  Ekonomi Makro dan Sektor Formal; 
b. Sub  Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam. 
4.  Bidang Sosial Budaya : 
a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
b. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata; 
5.  Bidang  Fisik dan Prasarana : 
a. Sub  Bidang  Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Tata Ruang dan 
Permukiman 
b. Sub Bidang Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan, Sumber Daya Air, 
Lingkungan  Hidup, Pertambangan dan Energi. 
6. Bidang Penelitian , Pengembangan dan Statistik : 
a. Sub  Bidang  Penelitian , Pengembangan dan Sistem Perencanaan. 
b. Sub  Bidang  Statistik dan Pelaporan 
7.   Kelompok Jabatan Fungsional. 
Berdasarkan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2019, maka struktur organisasi 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto dapat 
di lihat pada gambar 4.2 : 
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Gambar 4.2 
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO 
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 4.2.4. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 
Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto serta kedudukan Bappeda diatur 
dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, 
Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, yang menetapkan rincian tugas jabatan struktural Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto. 
4.2.5. Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bappeda Kabupaten 
Jeneponto 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok  memimpin, membina, 
meneliti, mengkoordinasikan dan menyusun dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembagunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis 
(Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya serta mengevaluasi 
kebijakan tahunan dan kebijakan teknis di bidang perencanaan 
pembangunan dan pengembangan daerah.  
Rincian Tugas pokok kepala Bappeda adalah sebagai berikut: 
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a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di bidang 
perencanaan pembangunan daerah; 
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan di daerah; 
c. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan 
serta kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial 
ekonomi, fisik dan prasarana; 
d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, agar hasil 
yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditentukan; 
e. Merumuskan kebijakan tahunan dan teknis di bidang 
perencanaan pembangunan daerah; 
f. Mengkoordinasikan Rancangan Kebijakan Belanja 
Pembangunan dengan para Pimpinan Unit Kerja dalam rangka 
penyusunan APBD 
g. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 
Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Pemerintah Daerah;  
h. Menyiapkan  dan mempelajari naskah peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 
i. Membagi tugas  dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
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j. Memimpin, memantau dan mengevaluasi serta mengarahkan 
pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; 
k. Membina, menilai staf dalam lingkup Bappeda dalam rangka 
peningkatan kemampuan dan disiplin kerja sebagai bahan 
pembinaan karier; 
l. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan 
keuangan dan perlengkapan/peralatan Badan; 
m. Mengoreksi dan menandatangani naskah dinas; 
n. Memberi pertimbangan kepada Bupati untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan 
4.2.5.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Bappeda Kabupaten 
Jeneponto 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai 
tugas pokok memberikan  pelayanan  administratif  dan  melaksanakan  
pengelolaan  kesekretariatan,  penyusunan  program,  keuangan,  umum  
dan  kepegawaian  di  lingkungan  Badan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi sekretasis 
Bappeda antara lain sebagaimana tertuang dalam pasal 4 (empat) ayat 
(1) yaitu :  
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a. Perumusan kebijakan  teknis di Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Program dan Keuangan; 
b. Pengelolaan  administrasi  kepegawaian,  penganggaran  dan  
keuangan,  peralatan,  perlengkapan,  rumah  tangga,  
penyusunan  pedoman,  dokumentasi  dan  kepustakaan 
Badan; 
c. Koordinasi penyusunan anggaran,  perencanaan  dan  program  
Badan ; 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dalam lingkup 
badan; 
Rincian Tugas pokok  yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, 
adalah sebagai berikut : 
a. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas ; 
b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, 
mengendalikan serta menetapkan kebijakan di Bidang Umum 
Kepegawaian, Program dan Keuangan; 
c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan 
teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi 
dalam lingkup Badan; 
d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum 
dan kepegawaian; 
e. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan keuangan; 
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f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, 
DPA, Renstra, Renja dan/atau Dokumen Perencanaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan 
lingkup badan; 
h. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
4.2.5.2. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi 
Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang  
mempunyai tugas pokok menyusun Rancangan  RPJPD, RPJMD, dan 
RKPD atau dokumen perencanaan lainnya serta melaksanakan evaluasi 
dan menyusun laporan di Bidang Ekonomi Makro dan Sektor Formal dan 
ekonomi sumber daya alam. Dalam melaksanakan  tugas pokok 
sebagaimana  yang tertuang pada pasal 8 ayat (1)  Bidang Ekonomi  
menyelenggarakan fungsi; 
a. Perumusan kebijakan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi Makro 
dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam; 
b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di 
Bidang Ekonomi Makro dan Sektor Formal serta Ekonomi 
Sumber Daya Alam; 
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c. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi Makro 
dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam; 
d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah  Bidang Ekonomi Makro 
dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam. 
Rincian Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
a. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Ekonomi Makro dan 
Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam 
Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di bidang 
Ekonomi Makro dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber 
Daya Alam 
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan di bidang Ekonomi Makro 
dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam; 
c. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan 
serta kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi 
Makro dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam; 
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan daerah di bidang Ekonomi Makro dan Sektor 
Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam 
 69 
 
e. Menyusunan dokumen perencanaan strategis di bidang 
Ekonomi Makro dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber 
Daya Alam; 
f. Menyiapkan  dan mempelajari naskah peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 
g. Membagi tugas  dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
h. Memimpin, memantau dan mengevaluasi serta mengarahkan 
pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; 
i. Membina, menilai staf pada lingkup di bidang Ekonomi Makro 
dan Sektor Formal serta Ekonomi Sumber Daya Alam; 
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
4.2.5.3. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Sosial Budaya 
Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang  
mempunyai tugas pokok menyusun Rancangan  RPJPD, RPJMD, dan 
RKPD atau dokumen perencanaan lainnya serta melaksanakan evaluasi 
dan menyusun laporan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya 
dan Pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana  yang 
tertuang pada pasal 11 (sebelas), Bidang Sosial Budaya  
menyelenggarakan fungsi: 
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a. Perumusan kebijakan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Sosial Budaya dan Pariwisata; 
b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di 
Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Pariwisata; 
c. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Sosial Budaya dan Pariwisata; 
d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah  Bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Sosial Budaya dan Pariwisata 
Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
a. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan, Kesehatan, 
Sosial Budaya dan Pariwisata; 
b.  Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di bidang 
Pendidikan, Kesehatan, Sosial budaya dan Pariwisata; 
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan di bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Sosial budaya dan Pariwisata; 
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d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Perencanaan 
pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial budaya 
dan Pariwisata; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial 
budaya dan Pariwisata 
f.  Menyusunan dokumen perencanaan strategis di bidang 
Pendidikan, Kesehatan, Sosial budaya dan Pariwisata; 
g. Menyiapkan  dan mempelajari naskah peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 
h. Membagi tugas  dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
i.   Memimpin, memantau dan mengevaluasi serta mengarahkan 
pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; 
j.   Membina, menilai staf pada lingkup di bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Sosial budaya dan Pariwisata; 
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 
l.   Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
4.2.5.4. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Fisik dan Prasarana 
Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang  mempunyai tugas pokok menyusun Rancangan  RPJPD, RPJMD, 
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dan RKPD atau dokumen perencanaan lainnya serta melaksanakan 
evaluasi dan menyusun laporan di bidang Fisik dan Prasarana yang 
meliputi Infrastruktur Sosial Ekonomi, Tata Ruang Dan Permukiman, 
Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup 
Pertambangan dan Energi. Dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana  yang tertuang pada pasal 14 ayat (1) Bidang Fisik dan 
Prasarana  menyelenggarakan fungsi; 
a. Perumusan kebijakan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur 
Sosial Ekonomi, Tata Ruang dan Permukiman, Infrastruktur 
Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup 
Pertambangan dan Energi, 
b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di 
Bidang Infrastruktur Sosial Ekonomi, Tata Ruang dan 
Permukiman, Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya 
Air, Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi; 
c. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur 
Sosial Ekonomi, Tata Ruang dan Permukiman, Infrastruktur 
Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup 
Pertambangan dan Energi; 
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d. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah  Bidang Infrastruktur 
Sosial Ekonomi, Tata Ruang dan Permukiman, Infrastruktur 
Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup 
Pertambangan dan Energi. 
Rincian tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut : 
a. Merumuskan kebijakan teknis bidang infrastruktur sosial 
ekonomi, tata ruang dan permukiman, infrastruktur perdesaan, 
perkotaan sumber daya air, lingkungan hidup pertambangan 
dan energi; 
b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di bidang 
infrastruktur sosial ekonomi, tata ruang dan permukiman, 
infrastruktur perdesaan, perkotaan sumber daya air, lingkungan 
hidup pertambangan dan energi; 
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur 
sosial ekonomi, tata ruang dan permukiman, infrastruktur 
perdesaan, perkotaan sumber daya air, lingkungan hidup 
pertambangan dan energi; 
d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Perencanaan 
pembangunan di Bidang Infrastruktur Sosial Ekonomi, Tata 
Ruang dan Permukiman, Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan 
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Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup Pertambangan dan 
Energi; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan daerah di bidang infrastruktur sosial ekonomi, 
tata ruang dan permukiman, infrastruktur perdesaan, perkotaan 
sumber daya air, lingkungan hidup pertambangan dan energi; 
f. Menyusunan dokumen perencanaan strategis di Bidang 
Infrastruktur Sosial Ekonomi, Tata Ruang dan Permukiman, 
Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya Air, 
Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi; 
g. Menyiapkan  dan mempelajari naskah peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 
h. Membagi tugas  dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
i. Memimpin, memantau dan mengevaluasi serta mengarahkan 
pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; 
j. Membina, menilai staf pada lingkup di Bidang Infrastruktur 
Sosial Ekonomi, Tata Ruang dan Permukiman, Infrastruktur 
Perdesaan, Perkotaan Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup 
Pertambangan dan Energi; 
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 
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l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
4.2.5.5. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian, 
Pengembangan dan Statistik 
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang  mempunyai tugas pokok menyusun 
Rancangan  RPJPD, RPJMD, dan RKPD atau dokumen perencanaan 
lainnya serta mengkoordinasikan  program/kegiatan  penelitian,  
pengembangan  daerah  dan  evaluasi  pelaksanaan  pembangunan  
daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud  pada  
pasal 17 ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik  
menyelenggarakan fungsi; 
a. Penyiapan  bahan  untuk  perumusan  kebijakan  kegiatan  
penelitian  dan  pengembangan  daerah ; 
b. Pengkoordinasian  penelitian  di  Bidang  Ekonomi,  Sosial  dan  
Budaya  dan  pengkoordinasian  kegiatan  penelitian  pada  
masing-masing  instansi ; 
c. Pengumpulan  dan  penyusunan  data  hasil  pelaksanaan  
program  atau  kegiatan  pembangunan ; 
d. Pelaksanaan  kegiatan  monitoring  serta  melakukan  analisa,  
penilaian,  evaluasi  dan  pelaporan  termasuk  laporan  di  
berbagai  instansi  mengenai  pelaksanaan  program  atau  
kegiatan ; 
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e. Penyusunan  laporan  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah ; 
f.  Pengolahan  data  dan  penyusunan  statistik  pelaksanaan  
pembangunan . 
Rincian Tugas Pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Penelitian, 
Pengembangan dan Statistik, 
b.  Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di Bidang 
Penelitian, Pengembangan dan Statistik; 
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait  dalam rangka 
penyusunan rencana pembangunan daerah; 
d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan daerah ; 
f.  Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah; 
g. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati; 
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang); 
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i.   Menyiapkan  dan mempelajari naskah peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas; 
j.   Membagi tugas  dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 
k. Memimpin, memantau dan mengevaluasi serta mengarahkan 
pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan; 
l.   Membina, menilai staf pada lingkup bidang Penelitian, 
Pengembangan dan Statistik; 
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
 
4.2.6. Keadaan Pegawai pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto 
untuk mengetahui komposisi pegawai di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari tabel 
berikut : 
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Tabel 4.2 
Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan 
Pangkat/Golongan dan Jabatan Pada Kantor Bappeda 
Kabupaten Jeneponto 
 
NO NAMA PANGKAT/GOL JABATAN 
1 Drs. Nur Alam, M.Si Pembina Tk.I / IV.b Kepala Bappeda 
2 Armawih. A.Pak, S.IP, 
M.Si 
Pembina / IV.a Sekretaris Bappeda 
3 DR. Alfian Afandy 
Syam, Phd 
Penata Tk.I / III.d Kabid Litbang dan Statistik 
4 Ahmad Syaparuddin, 
S.STP, MSi 
Penata Tk.I / III.d Kabid Sosial Budaya 
5 Sulaeman S.Kom, 
M.AP 
Penata Tk.I / III.d Kabid Ekonomi 
6 Nuzuldin Ngallo, ST, 
MT 
Penata Tk.I / III.d Kabid Fisik dan Prasarana 
7 Mohammad Nur 
Indar, S.Sos 
Penata / III.c Kasubag Umum dan 
Kepegawaian 
8 Amir S.Sos Penata Muda Tk.I / 
III.b 
Kasubag Keuangan 
9 Hj.Rusdiati Rusli,SE, 
M.AP 
Penata / III.c Kasubag Program 
10 H. Hawemansyah, SE Penata / III.c Kasubid Infrastruktur sosial 
ekonomi dan Tarkin 
11 Sainab, S.ST Penata / III.c Kasubid Infrastruktur 
Pedesaan,perkotaan,SDH,L
hdan tamben 
12 M. Aris Arifin, ST Penata Muda Tk.I / 
III.b  
Kasubid Litbang dan Sistem 
Perencanaan 
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13 Rajamuddin B,S.Si Penata / III.c Kasubid Statistik dan 
Pelaporan 
14 Almar Abdillah Alam, 
SE 
Penata Muda Tk.I / 
III.b 
Kasubid Ekonomi Makro 
dan Faktor riil 
15 Nira Syuaib, SE Penata / III.c Kasubid Ekonomi Sumber 
Daya Alam 
16 Andi Yenn, SE, MM Penata Tk.I / III.d Kasubid Pendidikan dan 
Kesehatan 
17 Sitti Nursyamsi, ST Penata / III.c Kasubid Sosial Budaya dan 
Pariwisata 
18 Mustakin, S.STP, 
M.AP 
Pembina / IV.a Staf 
19 Syamsuddin Sarihu, 
SE 
Penata Muda Tk.I / 
III.b 
Staf 
20 Andi Muhammad 
Reza, S.Sos, MM 
Penata / III.c Staf 
21 A.M. Fatwa SE, M.Si, 
Ak 
Penata / III.c Staf 
22 Amiruddin, S.STP, 
M.AP 
Penata / III.c Staf 
23 T. Rahmat S.Kom Penata / III.c Staf 
24 Laode Kaimudiin, 
S.IP, M.Si 
Penata / III.c Staf 
25 Aryanto Kaharuddin, 
S.AP 
Penata Muda / III.b Staf 
26 Muhlis Eka Putra M, 
SE 
Penata Muda / III.a Staf 
27 Bayu Subair Baso 
Jaya, SE 
Penata Muda / III.a Staf 
28 M. Yusuf, S.Sos Penata Muda / III.a Staf 
29 Ainur Yakin, S.Sos Penata Muda / III.a Staf 
30 Sutte, S.IP Penata Muda / III.a Staf 
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31 Andi Fajar, S.I.Pem Penata Muda / III.a Staf 
32 Amiruddin, ST Penata Muda / III.a Staf 
33 Sumarni, S.Sos Penata Muda / III.a Staf 
34 Afriana Nurdin, SE Penata Muda / III.a Staf 
Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda (DUK) Tahun 2015 
 
Tabel 4.3 
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal di 
Bappeda Kabupaten Jeneponto 
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (Orang) 
STRATA 3 
STRATA 2 
STRATA 1 
SMA 
1 
11 
27 
10 
Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda (DUK) Tahun 2015 
4.2.7. Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jeneponto 
Dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Bappeda, 
Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang 
serta staf menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik 
dalam lingkup Badan dan antara satuan organisasi dalam lingkup 
Pemerintah Kabupaten maupun instansi lain sesuai tugas masing-masing, 
serta setiap pimpinan unit dalam lingkup Bappeda bertanggungjawab 
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memimpin dam mengoordinasikan bawahannya masing-masing, 
memberikan bimbingan, petunjuk-petunuk teknis dalam melaksanakan 
tugas. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan organisasi diolah dan 
di pergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, para 
Kepala bidang menyampaikan laporan kepada kepala badan dan 
sekretaris badan dalam rangka penyusunan laporan berkala Bappeda 
untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan di bahas bersama 
DPRD. 
 
4.2.8. Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Jeneponto 
Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas 
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto 
Sebagai Berikut : 
1. Bangunan Kantor 
Bangunan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Jeneponto adalah bangunan permanen yg 
berada di salah satu gedung Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Jeneponto, terdapat 2 lantai pada tersebut. 
2. Kendaraan Dinas 
 Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) ada sebanyak 1 unit. 
 Kendaraan Dinas roda 2(dua) ada sebanyak 15 unit. 
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3. Alat Pendukung pekerjaan lainnya pada tabel 4.4 berikut. 
Tabel 4.4 
DAFTAR INVENTARIS BAPPEDA KABUPATEN JENEPONTO 
NO Nama Barang Jumlah Keterangan 
1 Komputer PC 11 Unit 
2 Laptop  15 Unit 
3 NoteBook 10 Unit 
4 Printer 20 Unit 
5 Air Conditioner 6 Unit 
6 Kamera Digital 9 Unit 
7 Infocus 5 Unit 
8 UPS 4 Unit 
9 Hardisk Eksternal 2 Unit 
10 Flashdisk 2 Unit 
11 Televisi 1 Unit 
12 Telepon/Fax 1 Unit 
13 Jam Dinding 2 Buah 
14 GPS 1 Unit 
15 Speaker 1 Buah 
16 Kulkas 1 Unit 
17 Ipad 1 Unit 
18 Mesin Ketik 2 Unit 
19 Wireless 2 Unit 
20 Monitor LCD 2 Unit 
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21 Over Head 1 Unit 
22 Meja Kursi Tamu 1 Set 
23 Gambar Bupati dan Wabup 1 Buah 
24 Meja Kantor 2 Buah 
25 Meja Rapat 2 Buah 
26 Lemari Kabinet 2 Buah 
27 Lemari Arsip 7 Buah 
28 Meja Kursi Pimpinan 2 Buah 
29 Meja Kursi Staf 2 Buah 
30 Meja Gambar  1 Buah 
31 Kursi Besi Lipat  3 Buah 
32 Mesin Stensil 1 Buah 
33 Tempat Sampah  Buah 
Sumber : Daftar Inventaris, Mesin dan Peralatan Bappeda Tahun 2015 
4.2.9. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 
Kabupaten Jeneponto 
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jeneponto adalah sebagai berikut :  
1. Meningkatnya kualitas SDM Perencanaan yang profisional 
2. Meningkatnya kualitas produk Perencanaan dan evaluasi 
pembangunan 
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi 
perencanaan pembangunan 
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Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jeneponto adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan 
dan evaluasi 
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran 
yang memadai 
3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran 
4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen 
perencanaan 
5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang 
direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepekati 
dianggarkan 
6. Meningkatnya capaian pelaksanan tahapan evaluasi 
pembangunan 
7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap 
rencana tata ruang wilayah 
8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar 
operasional produser berlaku 
9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan 
pengembangan 
10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik 
daerah 
11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini. 
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4.3. Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto 
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari 
peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat 
dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan 
program kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam 
mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 
Bappeda kabupaten jeneponto menjadi salah satu perangkat 
daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal 
pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan 
pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat di lihat dari 
berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, 
Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah 
ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Bappeda Kabupaten 
Jeneponto bapak Nur Alam, bahwa : 
“ Sejauh ini, untuk melihat peranan Bappeda dalam hal 
pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu di telusuri 
terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi 
Bappeda sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, 
tentunya Bappeda telah melaksanakan serangkaian proses yang 
berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses 
perencanaan,pelaksanaan hingga proses evaluasi. ” (Wawancara 
pada tanggal 10 Maret 2015) 
Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak kepala Bappeda, 
diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan Bappeda dalam 
pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi 
Bappeda itu sendiri,dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas 
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yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang 
merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan 
pembangunan dalam berbagai bidang. 
Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Jeneponto dalam pencapaian kinerjanya dapat di ukur melalui program 
yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan 
daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan 
program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan 
Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). 
4.3.1. Proses Perumusan Kebijakan Teknis Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Jeneponto 
selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangung sesuai mekanisme 
yang telah diatur. Seyogyanya setiap perencanaan pembangunan 
berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini tidak lepas dari perencanaan 
pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kagiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 
di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 
ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
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Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan 
pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat 
dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan 
dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di 
singkat RKPD Kabupaten. 
Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam 
bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui 
pelaksanaan penyerapan dan penjaringan aspirasi berupa forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum 
pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses 
perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan 
keputusan dan kesepakatan terhadap  Rancangan awal RKPD. 
4.3.2. Proses Penyelenggaraan Musyarwarah 
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten 
Jeneponto. 
Berdasarkan ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan 
Nasional, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Musrenbang Desa, juga mengamanatkan suatu proses 
pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan 
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terbuka dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan seluruh 
stakeholders termasuk kelompok miskin dan perempuan. 
Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Jeneponto 
dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang 
Desa/Kelurahan,kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang 
Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan 
SKPD. Kenudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan 
rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses 
penetapan.  
Penjelasan lebih rinci proses penyelenggaraan Musrenbang RKPD 
di Kabupaten Jeneponto dijelaskan pada tahapan sebagai berikut : 
I.  Musrenbang Desa/Kelurahan 
Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan 
stakeholders Desa/Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk 
mengatasi permasalahan dan tantangan desa/kelurahannya dan pihak 
yang akan terkena dampak musyawarah) untuk menyepakati rencana 
kegiatan tahun anggaran  berikutnya. Musrenbang Desa/Kelurahan 
dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka 
menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan 
serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan 
permasalahan dan tantangan nyata yang sedang dihadapi. 
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Musrenbang desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain 
sebagai berikut : 
1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat 
yang diperoleh musyawarah perencanaan pada tingkat di 
bawahnya. 
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui 
APBD Desa antara lain alokasi dana Desa yang berasal dari 
APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya. 
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan di ajukan untik 
dibahas pada Musrenbang Kecamatan 
Sementara itu, berbagai hal yang perlu di siapkan untuk 
penyelenggaraan Musrenbang Desa antara lain : 
1. Dari Desa/Kelurahan 
1. Daftar permasalahan dan tantangan Desa/Kelurahan, seperti 
peta kerawanan kemisinan dan pengangguran. 
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Desa/Kelurahan. 
3. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan 
pada tahun sebelumnya 
2. Dari kabupaten dan Kecamatan. 
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a. Kode Desa/Kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan 
(dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui 
Desa/Kelurahan dan Kecamatan asal prioritas kegiatan 
tersebut diajukan. 
b. Formulir yang memudahkan Desa dan Kelurahan 
untukmenyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke 
tingkat Kecamatan. 
c. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap 
pemanfaatan Alokasi Dana Desa. 
d. Informasi dan Pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah 
Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk 
tahun anggaran berikutnya. Alokasi Dana Desa Merupakan 
pendapatan dari desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak 
daerah dan retribusi kabupaten, bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten, dan bantuan dari pemerintah, pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah. 
e. Prioritas kegiatan pembangunan Daerah untuk tahun 
mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah pelksananya beserta rencana 
pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada. 
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Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari 
tahapan : 
1. Tahapan persiapan, dengan Kegiatan sebagai berikut : 
a. Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok 
masyarakat (seperti misalnya kelmpok tani, kelompok nelayan, 
dan lain-lain) melakukan musyawarah / rembuk. 
b. Kepala Desa/Lurah menetapkan tim penyelenggara 
Musrenbang Desa/Kelurahan diantaranya Fasilitator 
Musrenbang. 
c. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang 
Desa/Kelurahan. 
 Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda 
dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 hari 
sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat 
melakukan pendaftaran dan atau diundang. 
 Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon 
peserta Musrenbang Desa/Kelurahan. 
2. Tahapan pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut : 
a. Pendaftaran peseta. 
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b. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di 
kecamatan yang bersangkutan. 
c. Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun 
sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan 
pada forum sejenis di tahun sebelumnya. 
d. Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan 
untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah. 
e. Penjelasan Kepala Desa tentang informasi tentang perkiraan 
jumlah Alokasi dana Desa. 
f. Pemaparan Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat 
Desa/Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, 
misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, 
P3A dan lain-lain. 
g. Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) kegiatan yang akan 
diselesaikan sendiri di tingkat Desa/Kelurahan, dan b) kegiatan 
yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daeah 
yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan. 
h. Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi 
usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta. 
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i. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan 
datang. 
j. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari 
peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk Menghadiri 
Musrenbang Kecamatan. 
Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau 
keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa/Kelurahan tetap 
dilaksanakan, aga prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui 
musyawarah Desa dan Kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat 
oleh notulen dalam berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. 
 Keluaran yang dihasilkan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah : 
1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang 
berisi : 
a. Prioritas kegiatan pembangunan skala Desa/Kelurahan yang 
akan didanai oleh APBDesa, hibah dan atau swadaya. 
b. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah 
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 
3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan. 
 94 
 
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen 
masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa/Kelurahan, 
seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, 
organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite 
sekolah, kelompok masyarakat miskin, perwakilan kelompok Perempuan 
dan lain-lain. Sedangkan narasumber dalam Musrenbang Desa/Kelurahan 
adalah Kepala Desa/Lurah, ketua dan para anggota BPD, camat dan 
aparat kecamatan, Kepala sekolh, Kepala Puskesmas, pejabat instansi 
yang ada di Desa dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan. 
Dalam Musrenbang Desa/Kelurahan tentunya terdapat tim 
penyelenggara yang melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan lancar, 
tugas yang di maksud adalah sebagai berikut : 
1. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan. 
2. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah 
dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang 
mampu dan kelompok wanita. 
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat 
Musrenbang DesaKelurahan. 
4. Mendaftar calon peserta Musrebang. 
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5. Membantu para delegasi Desa/Kelurahan dalam menjalankan 
tugasnya di Musrenbang Kecamatan, tugas yang dimaksudkan 
adalah : 
a. Membantu tim penyelenggara menyusun Dokumen Rencana 
Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan. 
b. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan 
Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. 
6. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan 
Desa/Kelurahan. 
7. Merangkum berita acara hasil musrenbang Desa/Kelurahan yang 
sekurang-kurangnya memuat : 
a. Prioritas kegiatan yang disepakati, dan 
b. Daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang 
Kecamatan. 
8. Menyebarluaskan dokumen rencana kerja pembangunan 
Desa/Kelurahan. 
Setelah diperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan 
pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan serta sumber 
pendanaannya (seperti: Alokasi Dana Desa dari APBD maupun dari 
sumber pendanaan lainnya), maka Tim penyelenggara Musrenbang dan 
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delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan 
program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong 
masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan 
tersebut. 
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten 
Jeneponto dilaksanakan mulai pada minggu ke-2 Bulan Januari sampai 
pada minggu ke-4 bulan Januari. Terdapat sekitar 113 desa/kelurahan 
yang melaksanakan Musrenbang pada waktu yang telah di tentukan 
tersebut. Pemerintah Desa/Kelurahan telah berupaya semaksimal 
mungkin melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder 
desa/kelurahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang 
desa/kelurahan guna mencapai pembangunan daerah dalam hal 
perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, 
sebagaimana yang di utarakan oleh bapak Abd. Rivai selaku Kepala 
Kelurahan Balang, bahwa : 
“ selama pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, selaku 
pemerintah kelurahan, kami telah berupaya semaksimal mungkin 
dalam menghadirkan semua pihak yang memiliki kepentingan 
untuk memajukan pembangunan di daerah ini, semua usulan telah 
di tampung dan sudah di serahkan ke kecamatan untuk dibahas di 
Musrenbang kecamatan nantinya, semua kebijakan yang bersifat 
teknispun demikian “ (wawancara pada tanggal 17 Maret 2015). 
Sebagai contoh, salah satu dari 113 desa/kelurahan yang 
melaksanakan Musrenbang, kelurahan Balang dalam melaksanakan 
forum tersebut telah melakukan serangkaian proses yang telah di 
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tentukan tim penyelenggara, dalam hal perumusan kebijakan teknis 
hingga di tetapkannya berita acara Musrenbang desa/kelurahan. 
Dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, dapat di analisa 
bahwa penetapan prioritas program/kegiatan yang diusulkan oleh warga 
pada dasarnya memang menjadi hal yang yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. Sebetulnya terdapat banyak banyak usulan program kegiatan 
yang diajukan oleh masyarakat namun tidak semua bisa disepakati, hanya 
program yang benar-benar dibutuhkan oleh desa/kelurahan yang 
ditetapkan. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, baik dalam 
bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur maupun keagamaan. 
Penetapan prioritas program usulan warga mengacu pada berbagai 
permasalahan desa/kelurahan yang sedang dihadapi, program kegiatan 
pembangunan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya dan juga 
berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Desa. Hasil dari penetapan usulan prioritas program tersebut kemudian 
akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas lebih lanjut pada forum 
yang sama. 
II. Musrenbang Kecamatan 
Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders 
kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari 
Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di 
kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan 
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Kerja Perangkat daerah Kabupaten pada tahun berikutnya. Tujuan 
musrenbang kecamatan di selenggarakan adalah untuk : 
1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat 
desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan 
pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 
2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di 
tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan 
pembangunan desa/kelurahan. 
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan 
kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten. 
Berbagai hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan 
Musrenbang Kecamatan antara lain adalah : 
1. Dari Desa/Kelurahan 
a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan tahunan dari 
masing-masing Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi 
prioritas kegiatan yang dilengkapi kode Desa/Kelurahan 
dan kecamatannya. 
b. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk 
mengikuti musrenbang Kecamatan. 
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c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, 
koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, atau organisasi 
petani/nelayan tingkat kecamatan. 
2. Dari Kabupaten  
a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang di 
sampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD 
dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan 
kegiatan tersebut. 
b. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun 
mendatang, yang rinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya 
beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut. 
c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum 
Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh 
Bappda. 
Adapun mekanisme dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan 
Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
1. Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : 
a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang 
Kecamatan 
b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : 
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 Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang 
menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing 
desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi 
SKPD. 
 Menyusun jadwal dan agenda musrenbang 
Kecamatan. 
 Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, 
dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari 
sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa 
menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran 
dan atau diundang. 
 Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon 
peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari 
desa/Kelurahan maupun dari kelompok-kelompok 
masyarakat. 
 Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen 
untuk musrenbang kecamatan. 
2. Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut : 
a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan. 
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b. Pemaparan camat mengenai prioritas masalah kecamatan, 
seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan 
pengangguran. 
c. Pemaparan mengenai Rancangan Kerja SKPD di tingkat 
kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran 
plafon dana oleh kepala-kepala cabang SKPD atau pejabat 
SKPD dari Kabupaten. 
d. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-
masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD menurut tim 
penyelenggara Musrenbang Kecamatan. 
e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan 
semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh 
desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing 
SKPD. 
f. Pembagian peserta musrenbang kedalam kelompok 
pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau 
Gabungan SKPD yang tercantum. 
g. Kesepakatan prioritas pembangunan kecamatan yang 
dianggap perlu oleh peserta musrenbang kecamatan namun 
belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas 
desa/kelurahan yang belum diusulkan dessa/kelurahan) 
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h. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan 
pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD 
atau Gabungan SKPD. 
i. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan 
berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD. 
j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap 
kelompok fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD dihadapan 
seluruh peserta Musrenbang Kecamatan. 
k. Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang 
(masyaratkat) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang 
Kabupaten. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat 
perwakilan perempuan. 
Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau 
keterbatasan narasumber, Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan 
minimal hingga langkah yang disebutkan ada butir 7, sehingga camat 
dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa/kelurahan 
menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD 
dan Forum Gabungan SKPD ditingkat Kabupaten. Semua kondisi ini 
dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan. 
Adapun keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Musrenbang 
Kecamatan adalah : 
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a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan 
menurut fungsi/SKPD atau Gabungan SKPD, yang siap 
dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 
Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD 
Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar 
tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing 
desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti 
Musrenbang Kecamatan. 
b. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. 
c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. 
Dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan, peserta yang mengikuti 
adalah wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok 
masyarakatyang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi 
petani, organisasi pengrajin dan lain sebagainya). Sedangkan yang 
menjadi Narasumber pada Musrenbang Kecamatan adalah, dari 
kabupaten: Bappeda, perwakilan SKPD dari Kabupaten, kepala-kepala 
cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit 
pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan 
kecamatan yang bersangkutan, serta dari kecamatan: Camat, aparat 
kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para 
ahli/profesional yang dibutuhkan. 
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Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan, melakukan berbagi 
tugas agar mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang, tugas 
tersebut antara lain : 
1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan. 
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan. 
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat 
pelaksanaan Musrenbang tahunan Kecamatan. 
4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 
5. Membantu para delegasi kecamatan dalm menjalankan tugasnya 
di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, tugas yang 
dimaksud adalah : 
a. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar prioritas 
kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas 
pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 
b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan 
dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 
c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan 
kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan 
kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. 
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d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan 
engan anggota DPRD dari wilayah pemilihan di kecamatan 
yang bersangkutan. 
6. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah 
kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang 
Kabupaten. 
7. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-
kurangya memuat: a)prioritas kegiatan yang disepakati dan 
b)daftar nama delegasi yang terpilih. 
8. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan 
kepada Anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang 
bersangkutan. 
Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan 
pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan oleh masing-masing 
SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka 
Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi 
kecamatan membantu Camat mengumumkan program-program 
pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk 
melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. 
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan di Kabupaten 
Jeneponto dilaksanakan sebelum Forum SKPD dan Musrenbang 
Kabupaten,yakni mulai pada minggu I sampai pada minggu ke-2 bulan 
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Februari. Terdapat 11 Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang pada 
waktu yang telah di tentukan tersebut. Pemerintah Kecamatan telah 
berupaya semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan berbagai 
stakeholder Kecamatan dan wakil dari desa/kelurahan  untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan guna 
mencapai pembangunan daerah dalam hal perumusan kebijakan bidang 
perencanaan pembangunan daerah. Telah di jelaskan oleh bapak 
M.Basir, selaku Camat Tamalatea, bahwa : 
“ Musrenbang kecamatan merupakan salah satu forum 
Musyawarah tindak lanjut dari Musrenbang yang telah di adakan 
di desa sebelumnya,dalam musrenbang Kecamatan ini, kami 
selalu berupaya melaksanakan sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan. Dengan mengarahkan seluruh warga dan tokoh-tokoh 
yang memiliki kepentingan untuk ikut berpartisipasi. Setelah itu, 
dalam pelaksanaannya kami selalu menampung semua usulan 
untuk kemudian menetapkan kebijakan atau usulan yang 
diprioritaskan sesuai dengan potensi dan kebutuhan 
desa/kelurahan“ (wawancara pada tanggal 13 Maret 2015). 
Kecamatan Tamalatea merupakan satu dari 11 kecamatan di 
Kabupaten Jeneponto yang melaksanakan Musrenbang pada 15 Februari 
2015, dalam melaksanakan forum tersebut telah di lakukan serangkaian 
proses yang telah di tentukan oleh  tim penyelenggara, dalam hal 
perumusan kebijakan teknis hingga di tetapkannya berita acara 
Musrenbang Kecamatan. 
Berdasarkan hasi Musrenbang tingkat kecamatan, dapat di analisa 
bahwa penetapan prioritas program kegiatan tingkat kecamatan tetap 
mengacu pada hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan yang diadakan 
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sebelumnya, namun tidak semua usulan program kegiatan yang 
ditetapkan ditingkat desa/kelurahan juga disepakati dan ditetapkan di 
tingkat kecamatan. Terdapat beberapa usulan yang belum dapat 
disepakati dengan pertimbangan bahwa usulan tersebut membutuhkan 
dana yang cukup besar. 
Selain itu terdapat pula usulan baru yang disepakati bersama, 
sebagai contoh pada hasil Musrenbang di kecamatan Binamu, dari 34 
usulan program di kelurahan Balang, hanya 29 usulan yang ditetapkan 
dan terdapat pula 2 usulan baru yang disepakati bersama.Hasil penetapan 
usulan program ditingkat kecamatan selanjutnya akan dibawa ke forum 
SKPD untuk dibahas sesuai rancangan Rencana Kerja masing-masing 
SKPD. 
  III. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Gabungan 
SKPD Kabupaten 
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, 
kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku 
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil 
musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Gabungan SKPD sebagai 
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya 
difasilitasi oleh SKPD terkait. 
Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD 
memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan 
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kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra 
SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum 
tersedia, bisa pelaksanaan forum SKPD dan atau forum Gabungan SKPD 
tetap dilakukan. Jumlah Forum di SKPD dan Forum Gabungan SKPD 
serta jadwl acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan 
Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi aktual. 
(agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga 
pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD 
atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk). 
Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum 
GabunganSKPD pada fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan 
daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan 
kegiatan ekonomi masyarakat serta SKPD yang mengemban fungsi yang 
berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten 
tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD 
Kesehatan, Forum SKPD Infrastruktur atau Forum Gabungan SKPD 
Perindusrian, perdagangan dan koperasi dan sebagainya. 
Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten tentunya mempunyai 
tujuan yag harus dicapai, antara lain sebagai berikut : 
1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai 
kecamatan dengan Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-SKPD). 
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2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja-
SKPD. 
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana 
SKPD yag termuat dalam prioritas pembangunan daerah 
(Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 
4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan 
dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung 
terlaksananya Renja-SKPD. 
Berbagai hal perlu di persiapkan dalam penyelenggaraan Forum 
SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagai masukan dalam pelaksanaan 
forum tersebut, masukan yang dimaksud adalah : 
1. Dari Kabupaten. 
a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD. 
b. Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD (jika 
sudah ada). 
c. Rancangan Renja-SKPD. 
d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing 
SKPD. 
 110 
 
e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten 
seperti: Asosiasi Profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka 
yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang 
bersangkutan. 
f. Berbagai dokumen rencana dan regulasi yang terkait dengan 
pembangunan. 
2. Dari Kecamatan. 
a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan 
hasil Musrenbang Kecamatan. 
b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti 
pembahasan pada forum-forum SKPD. 
Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten dilakukan 
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
1. Tahapan persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: 
a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara 
penyelenggaraan forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar 
penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut 
tercantum jadwal,tempat,peserta,agenda pembahasan dan 
keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang 
Kabupaten. 
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b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum 
SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan 
formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan 
Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala 
Bappeda. 
c. Tim Penyelenggara SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: 
 Menggabungkan daftar prioritas kegiatan 
pembangunan dari setiap kecamatan. 
 Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan 
yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD. 
 Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari 
tip kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan 
pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian 
pula dengan kegiatan yang tidak sesuai. 
 Memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan. 
 Menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD 
berdasarkan keputusan Kepala Bappeda. 
 Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda 
pembahasan, dan tempat penyelenggaraan forum 
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SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum 
pelaksanaan. 
 Membuka pendaftaran dan atau mengundang caln 
peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi 
Kecamatan maupun dari kelompok-kelompok 
masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait 
dengan fungsi SKPD tersebut dalam skala kabupaten. 
 Mempersiapan bahan/materi dan peralatan serta 
notulen untuk forum SKPD. 
2. Tahapan pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: 
a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing tim 
penyelenggara forum SKPD. 
b. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan 
menurut Rencana Renja-SKPD oleh kepala SKPD. 
c. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan 
oleh Musrenbang Kecamatan oleh tim penyelenggara Forum 
SKPD. 
d. Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan oleh para 
delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari 
kecamatan telah tercantum. 
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e. Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif 
SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan 
daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi, dan 
Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD. 
f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan 
pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari 
Rancangan Renja-SKPD. 
g. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dan 
Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, 
APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara 
optimal (kerangka anggaran). 
h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD 
dengan cara : 
 Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan 
dengan fungsi SKPD. 
 Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan 
regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan 
sesuai kebutuhan. 
i. Menetapkan delegasi masyarakat dari forum SKPD yang 
berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyararakat 
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skala kabupaten untuk Mengikuti Musrenbang tahunan 
Kabupaten (1-3 orang untuk setiap forum SKPD). Dalam 
komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan. 
Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, atau keterbatasan 
dana untuk pembiayaan narasumber, forum SKPD atau forum Gabungan 
SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen 
dalm Berita Acara Forum SKPD. 
Adapun keluaran yang dihasilkan dalam forum SKPD adalah 
sebagai berikut : 
1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang 
memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. 
2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber 
pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi, maupun 
APBN yang memuat dalam Rncangan Renja-SKPD disusun 
menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, prioritas 
kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-
masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. 
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasl dari 
organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten 
untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. Tugas delegasi 
forum SKPD yaitu : 
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a. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam 
memutakirkan Rancangan Renja-SKPD. 
b. Memperjuangkan prioritas kegiatan Renja-SKPD dalam 
Musrenbang Kabupaten. 
c. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan 
komisi DPRD yang terkait. 
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten. 
Peserta Forum SKPD kabupaten terdiri dari para delegasi 
kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat 
kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan 
SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan, 
PGRI untuk forum pendidikan, RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah 
dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan, dan lain 
sebagainya. Sedankan yang menjadi nara sumber dalam forum tersebut 
adalah Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala dan 
para pejabat Bappeda, Anggota DPRD dari komisi pasangan kerja 
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang 
memiliki bidang keraj yang berasal dari kalangan praktisi maupun 
akademisi. 
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Bagi tim penyelenggara forum SKPD dan Gabungan SKPD 
tersebut, masing-masing mempunyai tugas yang harus dilaksanakan, 
antara lain : 
a. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 
b. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD. 
c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agendda dan tempat 
pelaksaan Forum SKPD. 
d. Mendaftar peserta Forum SKPD. 
e. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD 
berdasarkan hasil Forum SKPD. 
f.  Menyediakan bebagai bahan kelngkapan untuk penyelenggaraan 
Forum SKPD. 
g. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 
h. Melaporkan kepad Bappeda hasil pemutakhiran Rancangan 
Renja-SKPD. 
i.   Memberikan hasil Forum SKPD kepada komisi pasangan kerja di 
DPRD. 
Pelaksanaan Forum SKPD dan Gabungan SKPD di Kabupaten 
Jeneponto dilaksanakan dan di koordinasikan oleh masing-masing SKPD 
 117 
 
Kabupaten yang di hadiri oleh SKPD terkait dan delegasi dari Musrenbang 
Kecamatan. Forum ini di laksanakan paling lambat pada minggu ke-4 
bulan februari. 
Dalam pelaksanaannya tentunya selalu ada koordinasi dengan 
berbagai pihak-pihak yang terkait misalnya untuk menetapkan kebijakan 
selalu memperhatikan masukan kegiatan dari berbagai kecamatan yang 
disesuaikan dengan volume kegiatan dan kondisi aktual. Hal tersebut juga 
merupakan hasil koordinasi dari Bappeda Kabupaten Jeneponto. 
Hasil koordinasi tersebut selalu menekankan bahwa pada Forum 
SKPD Kabupaten, beberapa indikator menjadi pertimbangan dalam 
penetapan kebijakan, Sebagaimana yang di utarakan oleh Ibu Nur 
Rahmatia,  selaku Kepala dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa: 
“ tidak semua usulan dari tiap kecamatan di setujui dan 
ditetapkan, selalu ada pertimbangan yang telah dibicarakan 
bersama sebelum menyepakati dan menetapkan usulan-usulan 
menjadi suatu kebijakan, kami selalu mengutamakan 
terlaksananya fungsi-fungsi pelayanan dasar di dinas kesehatan, 
selain itu adanya sinkronisasi antara kegiatan pembangunan dari 
berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja SKPD, 
serta keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi 
SKPD ”. (wawancara pada tanggal 25 Maret 2015) 
Berdasarkan pernyataan dari ibu Nur Rahmatia diatas, dketahui 
bahwa Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten 
Jeneponto yang telah melaksanakan Forum SKPD, dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan, selalu mengacu pada pertimbangan-pertimbangan 
yang dikoordinasikan dengan berbagai pihak dan juga pelaksanaan 
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fungsi-fungsi pelayanan dasar merupakan acuan dalam menetapkan 
usulan-usulan kegiatan dari berbagai kecamatan. 
Dari hasil kesepakatan Forum SKPD, dapat dianalisa bahwa 
penetapan kegiatan pembangunan di SKPD berdasarkan pada daftar 
prioritas kegiatan pembangunan yang ditetapkan di Musrenbang tingkat 
Kecamatan, kemudian hasil kesepakatan tersebut disesuaikan dan 
disinkronkan dengan apa yang menjadi rancangan Rencana Kerja tiap-
tiap SKPD yang berkaitan dengan prioritas kegiatan tersebut. 
Hasil dari penetapan prioritas kegiatan yang dimuat dalam 
Rencana Kerja SKPD masing-masing sudah dipilah menurut sumber 
pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN yang 
kemudian selanjutnya dibawa ke forum Musrenbang tingkat Kabupaten. 
IV. Musrenbang RKPD Kabupaten 
Musrenbang RKPD Kabupaten adalah musyawarah stakeholder 
Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten 
Berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau 
keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan 
untukm pemutakhiran Rancangan RKPD. Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD dan Forum 
Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
kinerja pembangunan tahunan berjalan dan masukan dari para peserta. 
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Tujuan dilaksanankannya Musrenbang Kabupaten yaitu untuk: 
1. mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal 
RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu 
indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi 
dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi 
mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD 
Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 
2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya 
yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan 
Forum Gabungan SKPD). 
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka regulasi menurut 
SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD 
dan Forum Gabungan SKPD). 
Berbagai hal perlu di persiapkan dalam penyelenggaraan 
Musrenbang Kabupaten sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut, masukan yang dimaksud adalah : 
1. Dari Kabupaten: 
a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasrkan 
prioritas pembnguna daerah. 
 120 
 
b. Rancangan Renja-SKPD hasil forum SKPD yang memuat 
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya 
sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD 
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber 
pendanaan lainnya. 
c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati 
yang terdiri atas: a)plafon untuk setiap SKPD dan b)plafon 
untuk alokasi dana desa. 
d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk 
mengikuti Musrenbang Kabupaten. 
e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait 
dengan pembangunan. 
2. Dari Kecamatan: 
a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari 
kecamatan. 
b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk 
mengikuti Fotum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 
c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk 
mengikuti Musrenbang Kabupaten. 
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Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di laksanakan 
dengan agenda sebagai berikut : 
1. Tahapan persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : 
a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara 
Musrenbang Kabupaten 
b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari 
Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan. 
 Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang. 
 Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan 
tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum 
acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera 
melakukan pendaftaran dan atau diundang. 
 Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon 
peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari 
kecamatan maupun dari forum SKPD. 
 Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen 
untuk Musrenbang Kabupaten.  
2. Tahapan pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut : 
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a. Pemaparan rancangan RKPD dan prioritas kegiatan 
pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh 
Kepala Bappedda. 
b. Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan 
dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh ketua Tim 
Penyelenggara. 
c. Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi 
kecamatan, dan delegasi Forum SKPD. 
d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama 
SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang 
menjadi prioritas pembangunan Kabupaten), yang meliputi : 
 Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD 
Kabupaten dan Renstra-SKPD/Unit Kerja. 
 Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan 
pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.\ 
 Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama 
dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, 
APBN dan sumber dan lainnya. 
e. Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan 
pembangunan tahun berikutnya. 
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f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan 
fungsi SKPD. 
g. Menetapkan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran 
APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari 
sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. 
h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten. 
i. Membahas kebijakan pendukung implementasi 
program/kegiatan tahun berikutnya 
Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau 
keterbatasan nara sumber, Musrenbang Kabupaten tetap dilaksanakan 
dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas daerah. Semua kondisi 
ini di catat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten. 
Adapun keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten 
adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama 
untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD,yang 
meliputi:  
a.  Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan 
plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi SKPD. 
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b.  Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilih berdasarkan 
sumberpembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, 
dan sumber pendanaan lainnya. 
c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah 
kabupaten, provinsi dan /atau pusat. 
d. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. 
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat 
Kabupaten, yag menjadi peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi 
dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD. Sedangkan 
yang menjadi nara sumber yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, 
Tim Penyusun Renja-SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun 
DPRD. 
Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, 
maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada : 
 
1. DPRD setempat. 
2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerha Kabupaten. 
3. Kecamatan. 
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4. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD. 
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Jeneponto dilaksanakan 
paling lambat pada minggu ke-4 bulan Maret 2015, seluruh pemangku 
kepentingan seperti delegasi dari kecamatan dan delegasi dari Forum 
SKPD menghadiri forum tersebut sebagai peserta forum, adapun 
SKPD,DPRD, perwakilan Bappeda Provinsi serta Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah maupun DPRD turut hadir sebagai Narasumber 
Forum. 
Pemaparan materi serta tanggapan dan saran dari seluruh peserta 
musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-
masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi 
hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang RKPD Kabupaten 
Jeneponto Tahun 2015, maka pada tanggal 10 Maret 2015 di ruang pola 
panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto ditetapkan hasil Musrenbang 
RKPD Kabupaten Jeneponto sebagai bahan penyusunan rancngan RKPD 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2016. 
Dari hasil Musrenbang Kabupaten yang ditetapkan, dapat di analisa 
bahwa penetapan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) merupakan hasil rangkuman dan penyempurnaan dari prioritas 
kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan, serta menetapkan anggaran 
untuk prioritas kegiatan tersebut berdasarkan Rencana Kerja tiap-tiap 
SKPD. 
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Penetapan arah kebijakan pembangunan semuanya tertuang 
dalam hasil Musrenbang tingkat Kabupaten yang berupa Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD). 
4.4 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses 
perumusan kebijakan teknis 
Peranan Bappeda terhadap pembangunan di kabupaten dilihat dari 
sejauhmana pelaksanaan fungsi Bappeda sendiri, serta bagaimana 
melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam 
proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(MUSRENBANG) yang telah di gambarkan sebelumnya. 
Dalam hal proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa 
faktor-faktor yang berpengaruh. Tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang 
bisa mempengaruhi proses pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, 
baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang 
menghambat berjalannya proses tersebut. 
4.4.1. Faktor Pendukung 
Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu 
kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang terlaksana dalam 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat 
Desa/Kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tentunya karena di 
tunjang oleh beberapa faktor. 
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Dalam hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang 
ada, maka di simpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung 
pemerintah dalam menetapkan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan adalah sebagai berikut : 
1. Adanya Koordinasi 
Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada 
dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang 
sangat penting. Dalam praktek penyusunan rencana 
pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi 
arti penting dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan 
kepentingan untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi 
tercapainya tujuan bersama. 
Dalam konteks Bappeda yang mempunyai areal kerja dalam 
mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana 
pembangunan di daerah, maka perlu adanya langkah-langkah 
mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan, seperti yang di utarakan oleh 
Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto Bapak  Nur Alam, 
bahwasanya: 
“ dalam mengadakan rapat-rapat koordinasi tentang 
perencanaan pembangunan, pihak Bappeda selalu 
mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam aturan 
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perundang-undangan” (wawancara pada tanggal 10 
Maret 2015)  
Koordinasi dalam semua praktek pelaksanaan perumusan 
kebijakan di Kabupaten Jeneponto menjadi kunci utama dalam 
proses penetapan kebijakan itu sendiri. Lebih lanjut di utarakan 
pula oleh Camat Binamu Bapak Edy Irate, bahwa : 
“ pengadan tukar menukar informasi serta koordinasi 
kepada banyak pihak pada saat diadakan Musrenbang 
sangat mempermudah kami dalam menetapkan usulan yang 
mana yang harus ditetapkan, tanpa mendengar saran-saran 
dari berbagi pihak dalam musrenbang, tentunya sangat sulit 
untuk menentukan usulan mana yang diprioritaskan terlebih 
dahulu” (wawancara pada tanggal 16 Maret 2015) 
Dari hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber, 
dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi antar pihak-pihak 
dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan 
di Kabupaten Jeneponto, menjadi salah satu kunci dan faktor 
pendukung dalam kelancaran proses penetapan kebijakan 
perencanaan pembangunan daerah. 
2. Partisipasi Masyarakat 
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu 
indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah karena dari 
masyarakatlah lahir usulan-usulan kegiatan perencanaan 
pembangunan. 
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Meskipun pada kenyatannya, setiap masyarakat yang hadir 
dalam forum Musrenbang selalu saja menempatkan usulannya 
sebagai sesuatu yang harus didengar dan diprioritaskan. Namun 
dengan kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang 
berkaitan dengan pembangunan menunjukkan bahwa tingkat 
partisipasi masyarakat tetap besar. 
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa partisipasi masyarakat 
Kabupaten Jeneponto dalam hal pembangunan daerah 
sangatlah tinggi, hal tersebut tergambar dari besarnya antusias 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan 
perencanan pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh oleh 
Bapak Abd.Rivai HS selaku Kepala Kelurahan Balang, bahwa : 
“ setiap mengadakan forum Musrenbang tahunan tingkat 
desa/kelurahan, lumayan besar warga yang ikut 
berpartisipasi. Bahkan banyak diantaranya yang tidak 
diundang namun tetap hadir dalam forum tersebut. Tapi kami 
selaku pemerintah di kelurahan memakluminya dan justru 
bersyukur karena tanpa kehadiran mereka tentunya kami 
tidak tahu hal apa yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk 
meningkatkan pelaksanaan pembangunan” (wawancara 
pada tanggal 17 maret) 
Hal serupa di utarakan oleh bapak Abdul Malik selaku 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, bahwa : 
“ kelompok-kelompok masyarakat sangat antusias dan 
bisa di katakan terlalu bersemangat untuk menyampaikan 
usulan-usulan mereka dalam forum yang kami adakan, 
namun tetap kami filter mana yang harus di prioritaskan, 
mana yang tidak “ (wawancara pada tanggal 24 Maret 
2015) 
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Hasil dari setiap wawancara terhadap narasumber 
menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung untuk ikut 
andil dalam proses perumusan kebijakan perencanaan 
pembangunan. Hal tersebut juga terlihat dari beberapa absensi 
kehadiran pada forum Musrenbang yang diadakan baik itu pada 
tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. 
Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung 
pemerintah dalam setiap langkah penetapan kebijakan 
perencanaan pembangunan karena dari masyarakat sendirilah 
kebijakan-kebijakan tersebut berasal.  
3. Komitmen Pemerintah 
Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam 
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam hal 
menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Jeneponto, komitmen telah diangkat 
sejak rapat pra persiapan Musrenbang dalam bentuk nota 
kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam prosesnya kelak. 
Hal tersebut diungkap pula dalam wawancara dengan Kepala 
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda 
Kabupaten Jeneponto : 
“ komitmen yang dibangun dalam menjaga konsistensi 
pembangunan daerah telah diamanatkan oleh Bupati 
Jeneponto dalam pidato pembukaan rapat pra persiapan 
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan” (wawancara 
pada tanggal 11 Maret 2015) 
Selain adanya kesepahaman yang dibangun bersama pihak-
pihak terkait, untuk menjamin komitmen juga diperlukan aturan-
aturan yang mengikat serta pengawasan yang mendalam pada 
proses perencanaan tersebut. 
Mengenai komitmen yang dibangun, Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten jeneponto Ibu Hj. Nur Rahmatia, SKM 
menyambung dalam penjelasannya bahwa : 
“…..untuk persoalan komitmen bukan hanya dibangun 
oleh Dinas Kesehatan melainkan seluruh Dinas yang ada di 
Kabupaten Jeneponto untuk tetap membuat perencanaan 
pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 
dan skala prioritas daerah dalam forum perencanaan 
pembangunan “ (wawancara pada tanggal 25 Maret 2015) 
Diungkapkan pula oleh Kepala Bappeda Bapak Nur Alam, 
mengenai komitmen bahwa : 
“ pembangunan komitmen juga sangat penting dalam 
membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran 
dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan daerah karena 
tidak bisa dipungkiri ada pihak-pihak tertentu menginginkan 
program dapat terealisasi meskipun sifatnya belum begitu 
penting dan mendesak atau bahkan belum dibutuhkan 
dibanding program lainnya “ (wawancara pada tanggal 10 
Maret 2015) 
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa adanya 
komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan bahkan 
menjadi salah satu faktor yang menjadikan perumusan dan 
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penetapan kebijakan pembangunan daerah lebih mudah dan 
lancar.   
4.4.2. Faktor Penghambat 
Dalam proses penyelenggaraan Musrenbang untuk menetapkan 
suatu kebijakan teknis perencanaan pembangunan, tidak bisa di pungkiri 
bahwa terdapat hal-hal yang menghambat berjalannya proses tersebut, 
hal-hal atau faktor-faktor yang menghambat tersebut diketahui dari hasil 
penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada. 
Dari hasil penelitian itulah diketahui bahwa faktor-faktor yang 
menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan 
teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 
1. Penyesuaian/kesiapan anggaran 
Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan 
dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan 
pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian 
alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat 
prioritas pembangunan daerah tidak terganggu. 
Hasil Musrenbang memuat kerangka anggaran rencana 
kegiatan yang perlu di biayai oleh sumber pendanaan baik itu 
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana 
lainnya. 
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Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Jeneponto, hal yang paling 
memakan banyak waktu adalah persoalan bagaimana membagi 
dan menentukan besaran jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap 
usulan kegiatan yang di prioritaskan. Hal tersebut diungkap oleh 
Kepala Bappeda kabupaten Jeneponto bapak Nur Alam  ynag 
mengatakan bahwa : 
“ setelah masuk semua rekapitulasi hasil Musrenbang 
dari berbagai Kecamatan dan SKPD terkait, kasulitan yang 
dihadapi selanjutnya bagaimana menyempurnakan 
rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan 
daerah dengan pemutakiran pendanaan yang berasal dari 
APBD dan APBN serta sumber pendanan lainnya “ 
(wawancara pada tanggal 10 Maret 2015). 
Sama halnya pada Musrenbang tingkat kecamatan, untuk 
merangkum daftar usulan prioritas tentunya hal yang di 
pertimbangkan terlebih dahulu adalah masalah anggaran, seperti 
yang di utarakan oleh bapak Sakhrul selaku Camat tarowang 
yang mengatakan : 
“ ….kami selalu berusaha memprioritaskan usulan-
usulan dari masyarakat mengenai kegiatan yang mereka 
ajukan tapi lagi-lagi tidak semua bisa dipenuhi karena faktor 
anggaran “ (wawancara pada tanggal 20 Maret 2015) 
Perhitungan alokasi anggaran terhadap usulan kegiatan 
pembangunan juga sangat penting karena akan menjadi bahan 
referensi anggota DPRD dari wilayah kecamatan yang 
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bersangkutan, wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD 
Kabupaten Jeneponto mengungkap bahwa : 
“ Berita Acara hasil Musrenbang tetap akan menjadi 
referensi bagi DPRD dalam forum pembahasan KUA PPAS 
dan RAPBD, hasil tersebut biasanya diterima oleh anggota 
dewan dari wilayah pemilihan masing-masing kecamatan “ 
(wawancara pada tanggal 2 April 2015) 
2. Usulan yang terlalu banyak 
Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan 
mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada musrenbang. 
Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai 
usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan. 
Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Jeneponto 
tidak terlepas dari proses pemilihan begitu banyak usulan dari 
berbagai pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari 
kelompok-kelompok masyarakat, namun dalam prosesnya 
terkadang penyaringan usulan kegiatan tersebut menjadi salah 
satu kendala yang cukup berarti bagi tim penyelenggara maupun 
pemerintah dalam proses Musrenbang. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat 
partisipasi masyarakat juga mempengaruhi munculnya begitu 
banyak usulan-usulan kegiatan. Semakin banyak masyarakat 
yang ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan 
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Pembangunan maka semakin banyak pula usulan yang diajukan 
dalam forum tersebut. 
Namun yang menjadi permasalahan pokok adalah 
bagaimana menempung dan menyaring sekian banyak usulan 
yang ada, terkadang beberapa usulan yang diajukan oleh 
masyarakat tidak disepakati sehingga menimbulkan kekecewaan 
bagi pihak yang mengajukan, seperti yang di ungkapkan oleh 
Bapak Dg.Siga sebagai salah satu anggota kelompok tani di 
lingkungan Paceko Kelurahan Balang, bahwasanya : 
“ saat mengikuti Musrenbang Kelurahan, saya pernah 
mengusulkan pengadaan bibit pohon sukun, namun tidak 
disetujui dengan alasan usulan yang diajukan belum terlalu 
dibutuhkan, padahal harapan saya sangat besar dengan 
usulan tersebut. Tentu saja ada kekecewaan karena sayam 
mewakili kepentingan kelompok bukan kepentingan pribadi “ 
(wawancara pada tanggal 4 april 2015) 
Kekecewaan masyarakat tentu saja menjadi hal yang 
dilematis bagi pemerintah dalam penentuan usulan prioritas 
kegiatan sehingga proses pelaksanaan Musrenbang memakan 
waktu yang cukup lama. Bapak abd. Rivai selaku Kepala 
Kelurahan Balang menyambung bahwa : 
“…..setiap ada usulan dari masyarakat kami cukup 
kualahan dalam menampung semua dan menetapkan mana 
yang harus di sepakati mana yang belum bisa disepakati, hal 
seperti itu kadang merepotkan karena terulang-ulang dalam 
waktu yang cukup panjang “ (wawancara pada tanggal 17 
Maret 2015). 
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3.  Keterbatasan dokumen penunjang 
Dalam pelaksanaan forum Musrenbang, salah satu yang 
menjadi hal penunjang  kegiatan agar berjalan lancar adalah 
kelengkapan forum itu sendiri, baik itu peserta, narasumber 
kegiatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. 
Seperti pada sebagian besar forum Musyawarah 
Perencanaan Pembanguanan yang diadakan di Kabupaten 
Jeneponto, hal yang menjadi kekurangan dan permasalahannya 
yaitu kurangnya dokumen-dokumen acara seperti misalnya pada 
forum Musrenbang desa/kelurahan, pengadaan daftar 
permasalahan dan tantangan desa, peta kemiskinan dan 
pengangguran serta hasil pelaksanaan pembangunan 
desa/kelurahan pada tahun sebelumnya. 
Begitupun pada Musrenbang tingkat kecamatan, forum 
SKPD sampai pada Musrenbang Kabupaten pun permasalahan-
permasalahan kecil seperti itu selalu menjadi penghambat 
jalannya forum karena tentu saja tim penyelenggara maupun 
pemerintah akan kesulitan dalam menetapkan kebijakan jika hal 
seperti itu masih saja terjadi. 
Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa memang 
permasalahan mengenai kurangnya dokumen pelaksana kegiatan dapat 
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menghambat jalannya forum, hal tersebut juga diutarakan oleh bapak 
M.Basir selaku Camat Tamalatea, bahwa : 
“ pelaksanaan Forum Musrenbang biasa tertunda 
dikarenakan adanya keterlambatan pemasukan dokumen 
Rencana Kerja dari masing-masing desa/kelurahan, padahal 
dokumen itulah yang akan di bahas nantinya di forum Musrenbang 
Kecamatan untuk kemudian ditetapkan “ (wawancara pada 
tanggal 13 Maret 2015) 
Penyediaan dokumen perencanaan yang terkait dengan 
pembangunan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan 
dengan agenda acara pada forum Musrenbang sangat menentukan 
kelancaran dan berhasil tidaknya tim penyelenggara dan pemerintah 
dalam menetapkan suatu kebijakan. Namun bertolak dari hasil penelitian 
dan wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan 
pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa 
keterbatasan dalam pengadaan dokumen-dokumen penunjang 
berlangsungnya forum Musrenbang menjadi salah satu faktor penghambat 
dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan 
pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan 
pembangunan dapat dilihat dalam proses Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum 
konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam menyusun 
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang 
adalah Musrenbang Desa/Kelurahan; memuat hasil prioritas 
kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan 
RPJM Desa dan  permasalahan yang sedang dihadapi. 
Musrenbang Kecamatan; memuat daftar prioritas kegiatan 
pembangunan ditiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum. 
Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD; memuat hasil 
prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai 
dengan fungsi dan Rencana Kerja tiap-tiap SKPD. Musrenbang 
RKPD Kabupaten; merupakan penetapan arah kebijakan 
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pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas 
kegiatan ditingkat kecamatan dan Rencana kerja masing-masing 
SKPD berupa penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 
2. Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang 
berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-
faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-
faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah; Adanya 
Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen pemerintah. 
Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat proses 
perumusan kebijakan antara lain adalah; Penyesuaian/kesiapan 
anggaran, Usulan yang terlalu banyak, serta Keterbatasan 
dokumen penunjang. 
5.2. Saran 
Adapun hal-hal yang perlu disarankan sesuai dengan temuan 
penelitian, adalah : 
1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan Musrenbang 
sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar 
masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang 
dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan 
kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah, demi tercapainya 
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pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat 
sasaran.  
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan 
dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, agar 
senantiasa memperhatikan dan meminimalisir kekurangan yang 
menjadi penghambat berjalannya proses tersebut, sehingga 
dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan 
berikutnya dapat berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang 
diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 
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